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Istilah “contempt of Court” berasal dari bahasa Inggsis, vang kadang
kala dipadankan dengan istilah pelecehan terhadap pengadilan, yang mana
dapat diartikan sebagai suaiu pelanggaran, penghinaan atau sikap memandang
rendah pengadilan. Lebih lanjut secara umum "Contempt of Court” dapat
diterjemahkan sebagai suatu perbuatan  yang sungguh secara sengaia
dilakukan, yang dipendang dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat
pengadilan atau merintangi pengadilan didalam menjalankan peradilan, yang
dilakukan oleh seseorang sebagal pihak yang berperkara maupun oleh orang
lain yang bukan pibak dalam berperkara.!

Dari peruinusan pengertian tersebui diatas, dapat disimpulkan hahwa
tindak pidana. atau delik "Contempt of Court" dapat dilakukan oleh pihak
yang terlibat dalam proses suatu perkara maupun yang tidak, didalam
maupun diluar pengadilan (seperti tidak mematuhi perintah pengadilan), yang
dilakukan secara aktif maupun pasif.

Menurut sejarahnya "Contempt” atau psnghinaan merupakan perbuatan
dalam menentang setiap perintah langsung raja atau Setiap penentangan
langsung kepada raja atau perintahnya. Pada tahun 1789 di negara Amerika
Serikat pertama kali diundangkan "Contempt of Court”. Sedangkan di
Inggris kiranya sudah lebih dahulu yaitu adanya dokrin "pure strem of
justice" tahun 1742, yang dianggap sebagai dasar uniuk memberiakuka_n
"Contempt of Cam*t".z Sementara ity ada pendapat yang menyatakan bahwa
sudah sejak abad ke-17 di Inggris masalah "Contempt of Court” ini telah

! John B, Saunders: Low Dicrionary, London: Bulerworths, 1970, hal. 82.

* Andi Hamzah : Delil-delit Terhadap Penyelenggaraan Pevadilan {Conteinpr of Court), Jakarta:
Sinar Grafika, 1989, hal. 10.
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Ka‘;ué ‘i negara: kita yaﬁg (hang ap dapat di%cuahnkas;kan Sebacau
"’Comernpt of Court” syang masih-segar di: mgaidn kita -adalah. tmda an
-._p@nyerbuan Seorang: pelapor kepada hak;m dengan merobek- robek toga
- hakimserta menmcagkan }fam—kata vam dapa{ dianggap sebagal penghmaan '
dengan alasan. ‘hakim. bertindalk tldak;-a ii-dalam menjatubkan. putusannya
‘yang ‘terjadi pada ahun 1982 di Pengadilan’ Nesen Jakarta Pusat..

<Dua tahun kemudian diPe ngadth Negem yang sama, seorang penas at
hukum senios ddlam melakukan pembelaannya yang antara lain menﬁadakan
interupsi pada saat hakim meénjatithkan putusannya, ditudub oleh sementara
kalangan sebagai tindakan melakukan penghinaan atau ‘perendahan martabat
pehgadilan, Sehingga kemudian kepadanya dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan izin prakiekmnya sebagdz penasehat hukum untuk jangka
wakiu 1 tahun. Kendat unfuk kasus ini kemudian:terkuak pendapat pro.dan
konira terhadap prosedur dan pengenaan sanksi administratif itu %enchr;
namun sanksi terhddapnya tetap d;ia%sanakan dan ber;alan sebagalmana yana
telah- chputuskda :

- Kasus yang masih d}xtl}dl yang, mdmh segar daiam ingatankita, yang oleh
sementara pihak sudah dianggap sebagai "Contempt of Court" adalah tindak-
an sejumlah nasabah suatu Bank Perkreditan Rakyat yang "mengipas-ngipas-

kan® lembaran uang pecahan Rp. 10.000;- di Pengadilan Negeri Surabaya

Walaupun untuk contoh kasus terakhir tersebut diatas sampai dengan saat
ini belum ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan bahwa tindakan
sejumliah pasabah yang mengipas- ngipaskan ‘uang itu dapat dikategorikan
sebagat .'pelecehan . terhadap - pengadilan, - akan - tetapi - di - masyarakat
berkembang pula pendapat yang menyatakan bahwa hendaknya kita tidak
terlalu cepat untuk memvonis bahwa tlndakan yang, y demikian termasuk dalam
kategcm Comempt of. Court5

Permasalahan

Setnl&h klta menaetahm secara umum pengurtaan "Contempt of Court

* Nico Keijzer; Contempt of Conrt; makalah kuliah perdana di Universitas Dipenogoro, Semarang,
tanggal 13 Agustus 1987, hal. 1.

¢ Kompas, 9 dan 11 Oktober 1993,

T3 Ihid.
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maka pertanyaan yang -dapat dza}ukan disini adaizh sejauh ‘mana Kitab
Und&ng-Undancr Hukum P;dana indonesia {selanjutnya . disingkat menjadi

KUHP) mengatur mengenai-kal ini dan bagaimana pengaturannya dalam
- ‘Rancangan ' KUHP' yang baru.’ S}&pa saja yang dapat. melakukan g.ei;g

penghinaan: terhadap kewibawaan peﬁgaisian ini.’ Apakah memang sunggu
dipérhukan’ adanya ‘suatu undang%nd&ng tentang "Contempt of Cour*“ ;
Apakah pengaturannya harus élpss&h atam}cah dlffai)ungkan dﬁiam E{UHP
kﬁa‘?‘" ot . R

?@mmmsan e

Tuhsan ini dzmaksudkan untuk sekedar membenl'an gambaran secara

'umum mengenal apa yang disebut dengap "Contempt of Court" dan juga

meéncoba untuk “memberikan” jawaban = yang ‘sifatnya -mendasar ‘atas
pertanyaan-pertanyaan - tersebut diatag.” ' Dengan ' menitikberatkan pada
pendekatan normatif, diharapkan tulisan singkat ini dapat membantu kita
uniuk dapat lebxh mernahaml hai zkhwal serta. hakekat "Contempt of Court"

i P@ngi@gmmdsmn Esmah "Cemempt of Cﬂurt" '

Dengan beberapa kasus yang terjadl dlantara seperti tersebut diatas,
pembenmk undang-undang kemudian dalam Undang-undang No. 14 lahun
1985 “tentang Mahkamah Agung mencantumkan suatu perintah untuk
mernbentuk suatu undang-undang mengenai “Contempt of Court”.

- Jika kita perhatikan ‘dengan seksama, ternyata istilah "Contempt of
Court" tidak terdapat di dalam perumusan pasal-pasal dari undang-undang
tentang Mahkamah Agung itu. Pengertian maupun istilah "Contempt of
Court" hanyalah tersurat dalam Penjelasan Umum burir 4 Undang-undang
No. 14 tahun 1985, yang antara lain menyebutkan: ... untuk dapat lebih
menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagz penyelenggaraan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,
maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakkan
terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat
merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan
peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court’.

Dengan perumusan tersebut, maka masalah “"Contempt of Court"
menjadi suatn "fus constitmendum” di Indonesia, karena hal itu diinginkan
untuk dituangkan di dalam suatu undang-undang, demi terciptanya suasana
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vang baik bagi penyelenggaraan hal ikhwal keadilan atau pengadilan di
Indonesia.’® .
. Perlu disadari bahwa dengan adanya perumusan pada penjelasan umum

i‘ﬁ“ﬁm tidakish h@“aﬂ permasalahan dan aril sesungguhnya dari ”Contempt
@f Court”, tsizh tersclesaikan. Undamﬂ-ﬁndanﬁ No. 14 tahun 1985 sama
sekalitidak memberikan deﬁmsi yang t2gas mengenal "Contempt of Couri
Selzin daripada itu pada dewasa ini belum pula diterima secara umum dp&
yang menjadi paim«zan sehmgga suati pprbuai:an dapat dlkdtdg{)ﬁ}mﬂ,
*Contemptof Court™.] o

¥ alaupun i negara km 1Stiid§‘2 dan pwgertlan ddqar men%m;
‘Qumemgﬁ. of Court” ‘barn secara nyata dsadakaa pen&lemtlmmdnnw
bersafraan &mﬂ an izhirnya Updazw—nnddmr Mo. 14 tzhun 1985, akan tetapi
pada ;Z&kt‘?ﬁiﬂyd dalam KUHP kita terdapat beberapa pasal yang d_dp“_;
digolongkan sebagai delik "Contempt of Court" '

Jika kita mengkaitkan perumusan Penjelasan Umum Unddnmunddiw
Mahkamuh Agung tersebut diatas dengan KUHP, maka dapatlah ditarik
kesimpulan dengan menyatakan bahwa meskipun pada intinya KUHP kit
yang sekarang berlaku mengandung beberapa keientuan mengenai "Contempt
of Court”, skan tetapi hal tersebut dipandang oleh lembaga pembentik
undang-undang . tidak cukup .memadai, sehingga olehnya permasalahan
peradilan, dalam hal itn menjaga kewibawaan, martabat dan kehormatan
badan pengadilan, perlu diusahakan sebaik-baiknya sehingga perlu dl];m““ﬂ
dan dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri.

. Hal yang demikian memberikan indikasi kepada kita bahwa tingkat
kebumkan kewibawaan pengadilan di negara kita telah mencapai titik yang
mengkhwatirkan. Jawabannya seharusnya "tidak”. Sayangnya, dua hakim di
Pengaditan Negeri Bantul, Yogyakarta, memberikan jawaban dengan
berkelahi di ruang kerja. Padahal, secara fisik seperii itu hanya ditempuh
oleh orang yang tak mampu bertindak secara intelektual ’

¢ Padmo Wahjono: Contempt of Court Dalam Froses Peradilan di Indonesia; dulam majatah Hakins
dan Pembangunan Ne. 4 Th. XVI1, Agustus 1936, hal, 365,

7 Andi Hanzah, op. cir., hal. 12
§ Ibid.

® Kamni Nyas: Hakim, dalam Majalah Foran Keadilan Mo, 15 Th. 3, 11 November 1993, hal. &



328 . _ ' Hukum dan Pembangunan
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~ "Contempt of Cours” 'adaiah suatu iembaga hukum pada mulanya tambui
-dalam sistem ﬁukum Ang,,le Sa on" e Dafam ‘sigtem ‘hukum ini pe1adz1an
pxdanaﬂya dilakukan dc,ng,aﬁ sistem. jmz dimana terdapai orang-orang awam,
yang bukan akhli hulum, ;kut_ duduk-sebagai hakim ‘dan sangat berperan
:daiam ménentukan “salah”atau tldaknya seorang terdakwa. R
“Sistem A‘zgle ‘Saxon™ dikenal pula’ ‘sebagai "case law sistemi”, yaxm :
~ hukum yang timbul dari penyelesaxan suatu per}:a:a yang’ 3kan dm’iamakan -
' Pada Tnegara vang menganut sistem ini d;anut ‘azas preceden ‘dimana hakim
tmkat serta tidak boieh member;kan putusan yang menyimpang dari putusan
nalum yang lebin tinggi atau yzmg sederajdt ?:mgkatnya untuk per kara ymg'
serupa.” Demikian pula halnya dengan "Contempt of Court", yang juga
tumbuh dan berkembang meh}lu; hukum yang di«:iptakan dari penyelesazan
perkara di muka pengadilan®’ -
 Dikaitkan dengan Sistem Eropa Kontinental yang berlaku di negara kita,
dimana dikenai azas bebas »* dimana seorang hakim pada’ prinsipnya dalam
memutuskan suat perkara tidak terikat képada keputusan hakim terdahulu
dan sejduh mungk;a semua’ peraturan dituangkan dalam bentuk tertulis dan
d;harapzc,;m dapat tefkodmkaﬂ maka mau tidak mau sepertinya kita harus
menuangkan katentuan mengenai "Contempt of Court” dalam bemuk unda_ng-
undang, jika memang dipandang perlu. o '
Di dalam sistemn hukum tertulis, jaminan atas kehormatan badan
penﬁadﬂan harus terkait dengan berbagal pengaturan yang berhubuncan
dengan Leiembawaan peradilan maupun proses peradilan itu send;ri sebaﬂai
satu kesatuan yang utuh.

‘Dari Penjelasan Umum Undang-undang Mahkamah Agung tersebut
diatas didapat pengertian bahwa pengaturan mengenai "Contempt of Court”
terutama ditujukan bagi terciptanya jaminan kewibawaan, martabat dan
kehormatan "badan peradilan”. Dalam bentuknya yang lebih konkrit, jaminan

¥ Nico Kefjzer, op. cit., hal. 1.

" Purnadi Purbacarake, er. el; Perundangundangan dan Yurisprudensi, Bandung: Citra Adytia
Bakii, 1993, hal. 35-56.

" Lihat beberapn resume singkat putusan-putusan mengenat Comtempt of Court pada “Word and
Phares”, Vol. 9, West Publishing, USA, 1990, hal. 114,

" Purnadi Purbacaraka, et. al., ap.cit., hal. §7.
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-serta putusan dari-lembaga ifg i

“tersebut-ditujukan kepada .m'aja_usia-'yang"-m__enggerakan dan ";}ro's‘f:s :kéfg'iafén

. Apabila kita konsekwen dengan pengkonkretan badan peradilan’ yang
perlu:dijamin martabataya itu, maka dengan melihat ‘pada mannsianya; kit
“tidak dapat berpandangan sempit dengan mengatakan bahwa hakim lah satu-
satunya yang perlu dijamin martabataya. Haruslah disadari bahwa proses
“beracaradi pengadilan tidak hanya terwakili oleh hakim Semata-mata, tetapi
‘juga ada jaksanya, penasehat hukumnya serta sakéi dan terdakwanya itu
Seﬂdlfl. . CiElaed s L :_._::._ i ,...::._. i :
4. Dengan demikian terganggunya‘jalannya siatu persidangan tidak hanya
dikarenakan perendahan-martabat hakimnya saja yang dilakitkan oleh pihak
lain yang bukan hakim. Lebih jash dari itu, adalah mungkin terjadi justru si
hakimlsh yang melakukan perbuatan yang dapat dikatagorikan penghinaan
terhadap kewibawzan: pengadilan,  misalhya: antara lain dengan cara
menghambat proses kelancaran jalannya persidangan (datang terlambat ke
‘ruang.sidang dan sebagainya). o e e e e gy |
Seperti “telah © disinggung  diatas,* tidak ‘ada keraguan bahwa
dikehendakinya adanya ‘undang-undang -“Contempt  of Court” antara” lain
ditujukan untuk memberikan ‘ perfindungan terhadap kebebasan hakim;*
akan tetapi haruslah dipahami pula bahwa dengan kebebasannya juga seorang
hakim dapat melakukan tindakan yang merendahkan martabat pengadilan dan
hakim bukanlah satu-satunya "person" vang bertugas uniuk menegakkan
hukum, terdapatlah pihak -lain (jaksa dan penasehat-hukum) ‘yang Secara
bersama dengan-hakim-ikut dalam usaha penegakkan hukum dan keadilin:
Karenanya sangat disayangkan' jika yang gencar dibicarakan hanya
terdakwa dan penasehat hukumnya saja yang seo‘fah'—olah-'merupakan'-':';atu—
satunya penyebab perongrongan martabat dan wibawa pengadilan. Hal yang
demikian ini dirasakan sebagai pembelaan yang bersifat sepihak saja, tanpa
melihat kenyataan yang.ada daldm prakiek. Bukanlah karena ulah dan ikut
sertanya para hakim.pula istilah mafia peradilan itu muncul .'¢ R
- Dari pengkonkretan menurut Prof. Padmo Wahjono diatas, ‘maka dapat
dikatakan bahwa “Contempt of Court” “hanya dapat* dikenakan ‘bagi

* Padmo Wahiono, op.cit., hal. 38.

" Loebby Lugman: Tindak Pidana Terbadap Penyelengparann Peradilan (Contewapt of Court);
dalam Majala Hukim dan Pembangunan No. 6 Th. XXIX, Desember 1989, hal. 572.

* Likat Adi Suripto: KUHP yang baru Diharapkan Bisa merampung Semua Masalah; dalem harian
Suara Pembaharuan, 7 Acustus 1088,
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:._pengganggu ;aiann}'a suam parszdaﬁgan maupun i}agi m&@k& yang -tidak
‘mematuhi putusan maupun perintah pengadilan, Karenanya meskipun secara
_teoritis suatu proses peradilan, ‘*macakup Juga kegiatan dilar sidang atau pra
persidangan (seperti-penyidikan oleh Polisi dan dalam hal-hal tertentu oleh
Jaksa), akan ta 'g)msas pra pers:dang&n ini é:ndax t@rs&kupmieh "Comempt
of Court”: . * _
- Ber&asarkaa uraaan dxatas sudah snlajaknya pula j&ka ﬁbjek dan sasamn _
“dar Qntempﬁ: of Court" jiu. tidak: dipilah-pilah dengan hanya berdasar
~-alasan yang berbau kekuasaan sehmgga karenanya baik terdakwa, penaschat i
_-hukum -hakim :-atau, siapa. saja:»yang-.melakukan - peﬁanggaran dengan "
y ._,_merend&hkan martabat pangadﬂan dapat d;kmakm szmksx mdana i

' ”C@ntempi 05 C@uri” Ea%szm K%UE—E}’

Meskipun ma,s;h terdapat sxlang pendapat wntané, éeimuaehk mana dalam
KUHP yang dapat dikualifikagikan sebagai "Contempt of Court”, akan tetapi
_pada prinsipnya KUHP kita, yang merupakan warisan dari masa kolognial,
pada prinsipnyva memuat | beberapa pasal y&ng dapat dase%)ut srf*i}agai deiik
"Contempt of Court”,

Menurut Dy, Andi Hamzah pdsaiwpaszﬂ tersebut dzamara’xya adaiah pasai
21@ (penyupan haécxm), -pasal- 216 (tidak mmenuruti perintah pejabat dimana
perintah tersebut.dilakukan menurut undang-undang), pasal:217 (membuat
kegaduhan dalam -sidang pengadilan), pasal 221 (menyembunyikan orang
yang: telah melakukan kejahatan atan membantu orang melarikan diri atau
menghilangkan/menyembunyikan: barang- bukti), pasal <222 (menghalang-
halangi pemeriksaan otopsi), pasal 223 (melepaskan atau. menolong orang
yang ditahan untuk melarikan diri), 224 dan pasal 522 (ridak menyerahkan
surat yang dianggap surat pa!sn) pasal 227 (memakai sesuatu hak dimana
hak itu telah dicabut oleh hakim), pasal 231, pasal-232 (melepaskan barang
bukti), pasal 242 (memberikan keterangan/sumpah: palsu), 'dan pasal 417
(menghilangkan/merusak - barang - bukti yang - dikuasainya  karena
jabatannya,"

Seperii telah diuraikan diatas, walaupun sebenarnya telah cukup banyak
ketentuan dalam KUHP yang dapat digolongkan dalam delik "Contempt of
Court", dengan adanya permintaan sebagaimana tercantum dalam Undang-
undang tentang Mahkamah Agung tersebut, yaitu agar dengan segera

7 Andi Hamzah, op.cir, hal. 16.
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r{é;b@ ke suah uﬂdaﬁg«unéaﬂ@ tentang ! Contempt of: Court”; . maka. dapat
.{éziaz‘sarkan %&nwa ‘ketentuan-ketentuan yang fercantum; dalam KUHIJ ity
; zaﬁggap belnm men cukum kebufuhaz} tentang adanya pengatuan mengenai
siah - ”W@n?empt of Court", CEEOTE o wn

#7 Selain’ - dapat pula dxterjemahkan dan kawnanya :_pula dapat
-'-r'ﬁip@fs:iefsmkan bahwa pem%emak undang-undaﬂg masih meradsakan. adaﬂya
bwzmﬁn uniuk mﬂncanmm%:an dan mernmuskan, dellk Contempt of Court”

’_peﬁ}aa’mn sika;:a dan: Emgkah Iaku maupun ucapan yang dapat dlanggap
-zebagai penghinaan térhadap martabat dan wibawa pengadilan, Hal ini dapat
Kita simpuikan bilamana kita menwhubungkan perintah membuat undang-
wndang tentang “Contempt of Court” itu dengan pasal 32 jo. pasal 36
badangwnnﬁang tentang : Mahkamah'  Agung, .dimana ditentukan bahwa
‘Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelengga-
‘ragan péradilan dan mmgawasi tingkah Jaku dan perbuatan para hakim serta
::meia?ukan pangawasan atas: penasehat hukum dan;notaris: g
.+ Karenanya kuranglah tepat. pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan
‘mengenat. "Contempt of Court” ity hanya semata-mata dxmjukan untuk
meimﬁurxga wibawa hakim dan pengadxian Tidak: dipungkiri bahwa salah
satwstujuan  kétentuan: _meﬁggna: 3 Contempt of . Court” . adalzh. untuk
mekindungt wibawa hakim,'® akan tetapi-harus pula dlSaddri bahwa seorang
‘hakim:pun:dapat melakukan suaty perbuatan yang dikualifikasikan sebagai
perbuatan yang menghina-wibawa pengadilan, Dengan.demikian kami lebih
condong untuk mengatakan bahwa peraturan mengenai.“Contempt of Court”
it diperhikan kebe radaannya untuk menjamin. wibawa dan martabat badan
peradilan,. khususnya bila kita. mengxaitkannya dengan proses pemeriksaan
suaty z}ezkaz‘a 3;1 p»nsaduan T . : :

:'--é “ﬁ@ﬂiﬂmpt ei’ Ceurt" Ea!dm Rancang:,an KUHP

_ Wa‘iaunm maéc sepenﬂhnya menglkutl kemauan yang terdapat daiam
Undang-undang Mahkamah Agung, yang menginginkan agar mengenai
"Conterapt of Court” dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri,
Dalam Rancangan KUHP terdapat ketentian mengenai "Contempt of Court”.

Drengan mempergunakan istilah "Tindak Pidana Terhadap Penyelengga-

B hid. hal 121
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raan Peradilan’, *Contempt of Court dimasukkan dalam rancangan KUIP,
p dalam suatu bab tersendiri dan merumuskan beberapa delik

dikualifikasikan sebagai delik "Contempt of Court”,
- Tidak dapat >
"Contempt of Court”

disangkal bahwa selain merumuskan delik-delik mengenai

yang serupa dan. mirip dengan’ perumusan- yang
rancangan KUHP itu terdapat. juga perumusan

chat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan banfuan hukum,
menigadakan  kesepakatan dengan pihak lawan dari.. pihak yang
. dibantunya, sedangkan patut, diketahuinya bahwa perbuatan itu dapat
.. merugikan kepentingan yang dibantunya, .. .
b. . Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukumn
- uniuk memenangkan para pihak yang dibantunya meminta imbalan
~ dengan maksud mempengaruhi secara melawan hukum saksi-saksi akhli,
_juru bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara yang

. Dersangiuran, LA Sk T 047 - o
¢. Barangsiapa menampilkan diri, untuk orang lain sebagai peserta atau

~pembantu tindak pidana, schingga oleh Karena 1tu dijatuhi pidana dan

-~ menjalani pidana tersebut uniuk orang lain;
d. Barangsiapa secara melawan hukum tidak mematuhi suatu perintah
__pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan: .
e. Barangsiapa menghina hakim dalam menjalankan tugas peradilan atau
. “menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang

Coperadilan; T L

f. Barangsiapa mengadakan publikasi atau memperkenankan dilakukannya
publikast segala sesuatn yang menimbulkan akibat yang dapat
mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang pengadilan,

Dari rancangan perumusan delik tersehut diatas, dapat diketahui bahwa
sasaran daripada perumusan, tersebut (atan subyek pelaku deliknya) selain
orang pada umumnya (yaitu dengan perumusan "barang siapa") juga adalah
penasehat hukum (fihat perumusan a dan b djatas).

Bagaimana misalnya jika seorang hakim atau jaksa penuntut umum
ataupun penyidik yang mempengaruhi pekerjaan penasehat hukum itu? Atau
apablla seorang hakim tidak menepati wakte (di.muiainya) sidang, yang ia
sendiri telah menetapkan sebelumnya, tanpa alasan yang sah? Apakah yang
demikian ini tidak termasuk dalam kelompok pelecehan martabat pengadilan?
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Oleh karenanya dari perumusan delik Contempt of Court” yang terdapat
dalam Rancangan XUHP tersebut diatas ferdapat kesan bahwa yang
mempunyai potensil terbesar untuk melakukan "Contempt of Court” adalah

. para penasehat-hukum,: dan ing tidaklah. cukup. 1air, sebab pada prakieknya.

"Contempt of Court” tersebut dapat saja dn]akukan -oleh: para penegak:

'humm lainnya.

. Jika ada usalan yang menghendaki agar kepada si hakim dlbemkan;
wawenaﬂg untuk menjatuhkan hukuman langsung kepada g}eiaku "Contempt

‘of Court”," tanpa perlu disidik terlebih dahulu oleh penyidik dan dituntut

Gleh pﬁzak kejaksaan, maka bagaimana halnya jika si hakim. itu s,endmlah;
yang me Iaku%czm perbu&tdn yang dapat dxkuahnkaszkan sebagal "C{)ntempt
of “Conrt"? : . R B :

Penuwp

Ada ah suatu hal yano txdak dapat dipermasaiahkan lagi bahwa
kehormatan hakim harus ditegakkan oleh hakim itu sendiri. Jika hakim jujur,
adil, bijaksana seria berwibaws, maka. dengaﬁ sendirinya peradilan akan
d:hormati oleh masyarakat umum. :

Hal sersebut diatas sesungguhnya merupakan "obat mujarab" bagi
pencegahan serta pengobatan atas tingkah laku seseorang yang ingin merusak
wibawa pengadilan.

+Terlepas daripada tidak diturutinya secara mutlak isyarat yang diberikan
dalam Undang-undang Mahkamah Agung, dimana diharapkan agar dapat
dibentuk suatu endang-undang yang mengatur tentang “Contempt of Court",
dam-ternyata masalah "Contempt of Court” ini pengaturannya diintegralkan
datam Rancangan KUEP, kami memandang klranya lembaga legislatif dapat
lebih arif sewaktu membahas rancangan ini, dengan tidak hanya memandang
bahwa "Contempt of Court" lebih potensial dilakekan oleh para penasehat
hukum saja.

¥ Perhatikan kembali proses penghukuman penasehat hukum Adnan Buyung Nasution, SH., yang
dibukum dengan hukuman pencabutan izin pengacaranya alau skorsing selama 1 tahun tidak boleh
berprakiek sebagai panaschathukum sebagai kelanjutan iindakannys pada saat persidangan H.R. Dharsono
i Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1984,
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. MENURUT "OUTER SPACE TREATY .. .
 1967" DAM PERKEMBANGANNYA

. Marthinus Omba, =

i Pendghuluan

" Kégiatan pemanfastan ruing angkasa ditandai dengan peluncuran satelic
Spuitaik 1,"milik Uni Sovyet, tahun 1957 Sejak itu, ruang.angkasa yang:
dulunya kosong, mulai diisi dengan berbagal benda-benda angkasa ("space:
objects™), yang - semakin hari semnakin banyak: memenuhi ‘ruang angxasa
deéngan fungsi, tujuan yang beraneka ragam serta "7ife time” yang bervariasi
oleh negara-negara “berteknologi tinggl, - terutama Amerika - Serikat: dan
mantan Uni Sovyet.

" “Bersamaan’ dengan" mulainya kegiatan pemanfaatan ruang angkasa,
muncul pula’ peraturdn-peraturan atau ‘hukum yang mengatur mesgenai
kegiatan pemanfaatan ruang angkasa tersebut. Berinula dari resolusi-resolust
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian melahirkan "Ourer Space
Treary 1967 "(OST) dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian
dan/atai konvensi-konvensi internasional. -~ :

OST, yang nama lengkapnya "Treaty On Principles Concerning The
Activities Of State In The Exploration And Use Qf Outer Space, fncluding
The Moon And Other. Celestial Bodies”, dikenal sebagai hukum dasar dalam
bidang Hukum Angkasa. Pada pokoknya mengatur tentangl staius ruang
angkasa, bulan dan benda‘benda langit lainnya; usaha-usaha dan kegiatan-
kegiatan manusia di ruang angkasa; dan menetapkan hak dan kewajiban bagi
negara-negara.’

Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa berupa penempatan "space objects”
dengan fungsi, tujuan yan beraneka ragam serta "life time” yang bervariasi
itn, menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusi di planet bumi,
kemungkinan penggunaaannya untuk maksud fidak damai atau perang. £.
Suherman, berpendapat: penandatanganan O5T i, agaknyo dilandast olef

' Priyatna Abdurasyid, Pengantar Hukum Ruang Anghasa Dan "Space Treaty”, Badan Pembinaan
Hubum Masional, Jakarta, 1977, Hal. 48,
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kekhawatiran bahwa keglatan ruang angkasa okan berkembang ke arah suaty
pemanfaciait mafzg ang&asa unml: wjuarz zzdak damaz afazg akan dzperguiza- -
kan uniuk pertentangan militer? ey

Kekhawatirannmat manusza ind tercermm dalam saiah satu materi nokok
dari OST yang sekaligug 'sebagaz regim hukum di ruang angkasa yaitu
Prinsip Kebebasan. Intinya: setiap -negara bebas untuk memanfaatkan
eksplorasi, penelitian ilmigh, penyeizdzkan ‘di*ruang angkasa termasuk
'bemia—bmda langit ("celestial bodies™), yang didasarkan atas asas kesamaan
derajat semua negara dan menurut ketentuan Hukum Internasional serta
berpedoman kepada piagam PEB;. tanpa memandang tingkat kemajuan
ekonomi dan ilmu pengetahuan. Tidak boleh ada pemilikan, pendudukan,
penguasaan ataupun klaim kedaviatan di ruang angkasa. Sebab ruang angkasa
dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (”z‘he commmon heritage of
mankind "y} : _

“ Prinsip - kebebasan - bemjuan unmk menc;ptakan perdamaian dan
keamanan di ruang angkasa. Seruan penciptaan perdamaian dan. keamanan.
ini. Sebenarnya telah didengung-dengungkan dalam resolusi-resolusi PBB
sebelum lahirnya OST.*

Prakiek keglatan pemanfaatan ruang angkasa menunjukan bahwa prmmp
kebebasan tidak selamanya dipegang teguh oleh pegara-negara. -Sebabnya:

I Keadaan f sik (alamiah) dari wilayah ruang angkasa yang hampa udara
itu berbeda dengan wilayah laut, darat dan udara. Letaknya jauh dari
planet bumi. Karenanya, penjelajzhannya dan manfaatnya yang langsung
hanya dilakuka:. oleh beberapa negara tertentu yaag berteknologl tmggl

2. Setiap negara di dunia yang kepentingan nas:onalnya selalu berbeda satu
sama lain itw, tentunya berpengaruh pula terhadap prinsip kebebasan di
ruang angkasa. Konkritisasinya, nampak dalam peningkatan kegiatan
militer maupun komersial di ruang angkasa dewasa ini.

* E. Suherman, Tantangan Peningkatan Kegiatan Komersial Dj Ruang Angkasa Pada Hukum
Internasional, fre Jusina, Mo. 3, Tahun Ke VII, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parzhyangan,
Bandung, 1989, Hal, 83,85.

% Pasal I-TH Guter Space Treaty 1967

* Op. cit., Hal. 47, 56.
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?rmsap Kebebasan dan Eegiatan
Fﬁmanfaatan Rﬂang &ng%&asa o

Pﬂﬁmp kebebasan yang iercermm dalam pasa} i i OS’T mempakan sua&.
;ammaﬂ bagi seiiap nepara dalam Legiatan pemanfaatan. o fuang . angkasa;
Sebab ruang angkasa yang hampa udara iy, ternyata sangat bermanfaat. baaa
-keh;dupzm manusza di pamn,kaaﬂ bumn Da}am praktek E»:egnatan pemaafaatan
memanfaaﬁ;{annya %”aktor penyehabnya ada dua yaim 1. ?aktor keadaan
zlamiah (ﬁs;.k) dam ruang angkasa 2. lﬁaktor kepsmmgara nasional senap
negara. e el et I T . . : :

E %‘akwr K@adaan }ﬁszk (&Eammh) ;}ém Ruan g @ngkaga ._::

W:iayah ruang angkasa yamg bersambungan }anvsung dengan wﬁayah
udara, vang hampa udara itu, letaknya jauh dari planet bumi. Dengan
demikian; untuk mencapinya saja, diperlukan suatu teknologi khusus. Karena
iy, kegiatan pemanizatan ruang angkasa dilakukan dan hasilnya dinikmati
secara langsung oleh beberapa negara tertentu, terutama Amerika Serikat dan
mantan Uni Sovyet, yang berteknologi (penerbangan) tinggi, dengan biaya
yang besar serta dapat memperhltungkan segaia resiko yang mungkm akan
timbul. .

2, Fakwr Kepenimgan Nasmna% Setiap Negara

Kepentmgan nasmnal setlap negara yang selalu berbeda satu sama lain
di planet bumi, paling tidak berpengaruh pula terhadap kegiatan pamanfaatan
ruang angkasa,

Negara-negara beriomba-lomba menempatkan satelit- sateht (komumkasa
maupun militer) dengan “life rime” yang bervariasi di ruang angkasa. Fungsi
dan tujuannya beraneka ragam. Muncul prinsip "first come, first served”,
teristimewa di Geo Stationary Orbir (GSO).

Kepentingan nasional setxapa negara, bukan saja diperjuangkan oleh
negara-negara berieknologi tinggi, tetapi juga oleh negara-negara sedang
berkembang. Contoh: Deklarasi Bogota tahun 1976, yang menyerukan klaim
kadaulatan di GSO. Indonesia sebagai salah satu megara khatulistiwa, turut
menandatanganinya. Klaim kedaulatan di GSO ditentang oleh negara-negara
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iam dewanamsan heﬁeﬁmﬁ%ﬁﬁaﬁgmmmg@ ﬁebebasan sehingga negara~
DEZATE khamhﬁ;iwa ity hanyamenuntut “preservgrions rights . Inipun masih -
ditentang. Pada_ mimn 1986, dalam sidang UNCOPUCS, - Indonesia
mengajukan k@n@&p cawem;we méﬁze yanﬁ' %temy&ta disa.mbm Eja;k eieh B

Negara-mgm”a heﬂcemb&ﬂg mm@mpatkan sateht—ssxt iﬁ (temz&ma sateh.t :

-_kémumkasz} ‘i ruang anpkasa dengan bantman dan kerja same dengan

. Et! gara bﬁﬁ@%ﬁ@l@gi tinggi. Confoh: EaRSB "Palapa” milik Indonesia - .
ditempa&an diruang amgk&sa d&"ig&ﬂ %}aﬁmaz‘: da.n; i{erjasama NA&A daz:ﬁ
Am@nka Serikat, 0 - BEE o
‘Sampai dengan’ iiﬂhi‘” fahun 198é’3~aﬂ n@gam egara; maﬁ_ berteknolaga o
tinggi yang dipelopori Amerika Serikat dan mantan Uni Sovvet, telah dan
sedang meningkatkan kegiatan militer di ruang angkasa, berupa penempatan
satelit-satelit militer seperti “Command Control Communication” (C3); satelit
cuaca; saielif navigasi; saielii "survelllance” dan satelit "resonsance”
(pengintaian). Juga senjata-senjata yang sedang dalam pembangunan-seperti
ASAT (a'ﬁﬁ' setelif); "directed energy weapons® ﬁaser) pariicie beam
weapons " dan "elecironic waifure technigues” S
Dengan demaklan dapat dibayangkan, duma ini sawaktu—wakm dapa‘i sa,ja
dlmusnahkan darf ¢ ruang angkasa. .
Dl Tuang ‘angkasa juga telah terjadi- p@nmgka‘taﬂ kegiatan komefs;ai

sepertz peiu icuran dan penempatan satelit-satelit(komunikasi) negara-negara

erkembang dengan bantuan dan kerja sama negara-negara berteknologi
tinggi. Muncuinya “space insurance” {asuransi penerbangan angkasa)
kegiatan komessial Zamnya yakni perjanjian sewa menyewa satelit (komuni-
kasi) antar nepara, yang dulunya tidak di kenal, '

~ Di ruang angkasa igiah, sedang dan akan dipenuhi dengan berbagai
"space objecis”, berupa’ toket-roket, . satelit-satelit (komunikasi maupun
militer) beserta’ “debris“nya. Pembangunan laboratorium-laboratorium,
kemungkinan pendirian pabrik-pabrik di ruang angkasa dan pembukaan
pertambangan pada benda-benda langit. Belum lagi “space shurtle” yang
sering diluncurkan sebagai roket ke ruang angkasa dan terbang kembali ke

P EHL Adi Sam&:ho, Hajian Menurut Hukum Intemasions! Tentang Kedaulatan indonesia Pada Geo
Siationary Orbit, Masalah-magalah Hulum, Mo, & Taimn Ke XV, Fakeltas Hukum Universitas
Diponegoro, Semmng, 1988, Hal. 31).

B GHP_. Haryomatarsm, Tamtangsn Perkembangean Ahivita_s Militer 1§ Rusng Angkasa Terhadap.
Hulaim Tnternasional, Pro Jusgde, Nemor 3 Tehin VI, Fakoltes Hukum Usniversitas Eatholik
Trayratrunmans Tamdrmg [GRO ITad 09039
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bumi hagaikan pesawat terbang biasa. Semuanya itu dengan sendirinya
berada dalam jurisdikasi dan: kontrol dari negara peluncur dan/atau

pem?‘augtmf@ DP{W? dem haﬂ d; Tuang angkasatdah terjadx puﬂgkaphnmn
wﬂ&yﬁ; gfa?g sehena '*wa beﬁentenﬁan deﬁwan prms:p kebebasan :

%}%mmk Kewmiam ?Qmanfa@.mn Ruanw Ang,kaqa

Kﬁﬁ‘f“ﬁd memberikan dan ma*npmym manfaat kegunaan atau feuniunwan_
yang. besaz %ﬂﬁ; k hsdupm wmat manusia {i1 p}_&_net bumi, Tetapx dapdt nuia
ﬁerﬁamnaﬁi megatif, Etﬁ?kbudnya dapat. sa;a disatahgﬁnakan untuk maksud
tidak damai atau perang,. Atau dapat puia memmbu}kan kerug:an dan/dma

bd?"idkfﬁ haﬁm di pwma%aaa buma

;Eﬁampsk P@siiif' .

7y Va‘ﬁa&fiﬁ ama éan immsung dari kagmian pemanmdtan ruang cmwkasa
mg; kehidupan umat manusia, nampak pada bidang telekomunikasi.

: ?‘V’eiaim S*ithiw&f@;h di mang angkdsa muncul apa yang disebut DSB
{"Direct 5madcauw;g by wtelzfe " = Siaran Langsung Melalui Satelie); RSS
(Remote Sensing £y szfefizfe "o Pengmdeman Jarak Jauh Dengan Satel 1i:)
Muncul pula gfgamﬁam orgamsasl sistem komumkas: satelit internasional
sepsm INTELSAT {ffzz‘ema.zzonal Telecomunication Satellite Orgamzamm "}
dan lain-lain.

.. DBS mempunyai }%cmmﬁpuan yang sangat besar dan keuntungan ydnﬂ
besar pula. Berkem amga_e.ﬁ sangat besar, sebab hanya dengan tiga buah
_sateﬁ%: saja, dapat meniangkau sembilan puluh persen dari permukaan bumi.
Keuntungamya aitara lain:, meningkatkan saling pengertian antar bdngsa
memperemi:pers&&amaan meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidik-
an, produksi pangan; mempererat berhasilnya Program Keluarga Berencana,
mengembangkan kebebasan informasi dan mengeluarkan pendapat serta
mempercepat proses pembangunan nasional suatu bangsa.” DBS biasanya
langsung menjangkau ke rumah-rumah penduduk tanpa melatui Stasiun Bumi
Peranters, vang dengan sendirinya tidak mengenal batas-batas wilayah

T sdanions, ., Hukum Udare, Angkutan Udaera don Hukum Angkasa, Penarbit Alumni, Badung,
1087, Hal, 454-484,



340 Hukem dan Pembangunan

-negam : _
RSS hermanfaaﬁ: memperoleh mf{)zmasa mengenm “hutan, agmma:
geologa oaeanegraﬁ foiografi, memezorologl untuk kepentmgan SAR,
pengendalian lingkengan hidup; pengendalizh p{)}um di pantai untok
mengetahui kekayasn alam dalam perut bumi, habitat dan sebagainya.®
Pokoknya, RSS bezmanffaat a,mtui{ kema_kmuran dan kese;ahteraan ummat
manusia.

.. Melaluisatelit INTELSAT, dapat disakmkan pensﬂwa» penstxwa penimg
sepem p?ﬂdd&tafﬁ manusia di° bulan; pari:emuan tingkat tinggi dua’ %:epald
negara adi kuasa di’ Tslandia; mengikuti siaran langsung olimpiade musim
panas di Seoul atau sepak bola dunia di Italia. Dapat dilakukan percakapan”
telepon dari Jakarta ke ‘Washington atau ke berbagal negara atau kota di
seluruh dunia dan’ sebahknya Transaksi di pusat-pusat keuangan di Asia atau
Amerika, dapai memberikan dampak langsung bagi Eropa dan sebaliknya;
sebab data-data keuangan ditransmisikan langsung ke seluruh dunia pada saat
yang sama. Surat-surat kabar di seluruh dunia dicetak dan didistribusikan
~ secara simultan ke berbagai temipat di seluruh dunia dan sebagainya

. Satelit INMARSAT berguna bagi dunia maritime, baik itu untuk kapal
penumpang kapal ‘dagang, tanker, iransportasi LNG. Sangat bermanfaat
untuk mengadakan hubungan dari darat ke kapal ‘dan/atau antar kapal di
perairan, Dapat_ diawasi jalur peiayarannya atau pemberitahuan untuk
merubah arah pelayaran, sehubungan dengan adanya angin topan. Bukan it
saja, tefapi juga untuk kepentmgan "oil rig" pemboran minyak di lepas
pantal. dap sebagainya. Sistem ini bermanfaat ‘bagi dunia penerbangan,
teritimawa untuk memenuhi keperluan para penumpang seperti penyampaian
pesan, pemesanan hotel, transfer penerbangan dan sebagainya.!’®

Satelit-satelit militer juga bermanfaat bagi angkatan -perang negra
pem:hknya Misalnya: Satelit C3 berﬁmgs: untuk mengumpulkan informasi-
/data muilak yang diperlukan oleh seorang panglima perang dalam suatu
operasi militer. Menurut GHP Haryomataram merupakan, mata telinga
mulut dari panglima yang bersangkutan. Bahkan dewasa ini, ada pendapat
"bahwa siapa yang menguasai infermasi, berarti menguasai dunia, sebab

® Martono, ¥, Thid, Hal, 472.
* M. Hartono Dimyati, . Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikast,
Pidato Pengukuban Jabatan Guru Besar Luar Biasa Dalam Imu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, S2marang, 1990, Hal. 11,

¥ nd. Hartono Dimvaty fhid Hal 17
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- masa kam aﬁamh abaﬁ mf@rmasz

Manfaat }am -adalah: muﬁwlnya space msumnce-. yang duiunya mdak

"'dikeml ”Space znsumna "bersifatinternasional; sebab benda: (sateht-sateht}

yang daasurmsxkan miamyﬁ tinggi sekah sehingga tidak dapat ditanggung

'.-.sendm gleh suam nega a. Resz_ko mz hams d:pikul atau dzbaﬂikan kepada

1y ASAnya yantf sm‘mg beker;asama dm/atau membemkan bantuan ke _._ada :
_11cga1a~negara Jain, daldm hal ini peluncuran dan peﬁempatan seteht«sai:eht

di guang angkasa, jeias 11endapat sejumlah bayaran tinggl negara

'berte&ﬂoloﬁz tmsrgl b!:ﬁﬂg berciip Omasi _bahwa_ "bayaran tersebut bukan

bersifat komersial".

depak Ne;_,aiﬁf

Dampak negataf dari keg;atan pemanfaatan mang angkasa ada}ah

'kemunakman penggunaannya unfuk maksud tidak damai atau perang. Halini
“nampak dalam:penempatan. satelit-satelit militer serta dibangunnya senja-
‘ta-senjata di ruang angkasa. Selain itu, permukaanbumi sewaktu-waktu dapat
ditimpa “debris:yang memasuki orbit bumi yang dapat menimbulkan bahaya

dan/atau kemglan besar. Kemungkinan meledaknya “space shutide”, roket

“tidak memenuhi. sasaran -dan ‘jatuh ke permukaan bumi.-Sebab keglalan

pemanfaatan mang angkasa xegxatannya dliakukan mulau dari permukaan
bumis i ;
DBS jelag bermanfaat bavx kehxdupan umat manusia sepem di utarakan
di atas, tetapi kerugian antara lain: dapat dipergunakan untuk maksud politik
yang tidak dikehendaki oleh negara penerima; siaran bersifat propaganda;
mencampuri urusan dalam negeri negara lain berisi hasutan, fitnahan; dapat
menimbulkan ketegangan- sosial; berbahaya bagi-ideclogi suatu bangsa;
terutama negara-negara sedang berkembang."! Pengaturan hukum mengenai
DBS ‘juga mengalamx kesulitan, sebab ada negara«negara yang pro dan
kontra.

RSS sering dipakai untuk mengindera sumber kekayaan alam negara }am
untuk kepentingan negara pengindera, negara ketiga, umum, individu, atau

Y, Mariono, Op. Cit., Hal. 452-434,



- 342 Hukum dan '-Pembmz;gaman
orgamsas1 ‘yang dalam hal ini belum ada pengaturan secara:sempurna;?®
Kegiatan: g}emanfaatan mang -angkasa ‘dapat- menimbulkan  pencemaran
ilmgkuncan hzdup, rusak:nya Iapisan ozon' serta . ierja{imya ifonta,mm‘m
f'bzoiﬂgz g
P?rmszp kebebasan dn ruang 3ngkasa dai‘im perkem%mﬁannya d%knyd
-menjadi kabur- -Kekaburan ini bukan karéna dampak negatifinya, melainkan
sebaliknya. Dampak positifnyalah yang menyzbabkan terjadinya per mgkamn
“kegiatan ‘militer ¢ maupun komersial - di- ruang- angkasa dewasa ini; tanpa '

: _--_mengmdahkan prinsip. kebebasan dalam @ST yang telah menjadl k{)mﬂn u& '
: bersama negara~negara oo

Prinsip Kebebasan dan Masalah
Tanggung Jawab Internasional

Prinsip kebebasan di ruang angkasa lebih dijamin lagi dengan adanya

larangan kegiatan militer di ruang angkasa (pasal IV OST). Waiaupun ada

~kebebasan untuk kegiatan pemanfaatan mang angkasa bagi setiap negara,
‘secara teknis tidak semua negara mampu untuk memanfaatkannya, sehingga
OST menawarkan suaiu kerja sama antar negara dalam pemanfaatan ruang
angkasa ‘(pasal V,IX-X1ID). Negara-negara diwajibkan untuk saling terbuka
‘satu - sama. lain dalam kegiatan pemanfaatan ruang angkasa (pasal IX)
-Mlsainya ‘mengenai peluncuran dan penempatan satelit-satelit.

Ketentuan yang agak bertentangan atau beriolak belakang dengan prinsip
kebebasan adalah pasal VIII OST itu sendiri yang mengatur bahwa setiap
negara mempunyai jurisdiksi dan kontrol atas pesawat angkasa dan awaknya.
Perkembangannya lebih lanjut, masalah jurisdiksi dan kontrol berlaku juga
terhadap - "space objects”, “space shuttle” pada umumya, termasuk pemba-
ngunan laboratorium ruang angkasa, kemungkinan pendirian pabrik-pabrik
dan pembukaan pertambangan pada benda-benda langit dan sebagainya. Hal
ini sebagai konsekwensi dari-masalah tanggung jawab internsional sebagai-
mana di atur dalam pasal VI dan VII OST.

Masalah tanggung jawab internsional (pasal VI dan VII OST), telah
dijabarkan dalam “"Liability Convemtion 1972°, yang mengatur: sistim

2 W, Martono, Ibid., Hal, 477-479.

* Suyud Suyudi Harsoye, Dampak Lingkungan dan Inplikasi Hukum Akibar Kegintan Ruang
Angrasa, Dalam Hukum Angkasa Dan Perkembangannya, Remaja CV. Karya Bandung, 1988, Hal. 197,
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tanggung jd‘w{ib ampa yang, bertanggung Jjawab; apa yang dipertanggunﬁ
jawabkan; @!&pa ycm,:, berhak atas gann rugi, besarnya ganti mgz %erta proses
ryemlehan ganti rugl. ! '
- Hegiatan pemanfaatan ruang angkasa, - yang proses kugldtcznnya
"fperiarzmqaim muiag dari permnkaan bumx sampai ke tnang angkaga selalu
penult dengan resiko t:nggl yang: dapa saja memmbtrlkan suatu bahaya dan/
at; k{:mé,mn besar di permukaan fbumi M:safnyd meiedaknyd "space
" sizwz;ﬁ Toket _t1da :memenuhl sasaran atau kemungkman kejawhan "debrzs
N m@m&sak bit bumi. Y 4
Nagam “)#-i:mwfhanya mau bertangcrunﬁ jawab apabﬂa space obje 5’
vang menimbulkan kerugian dan/atau bahaya itu, betul-betul berada di bawah
jurisdiksi dan kontrolnya. Kalau tidak, negara peluncur dapat saja menolak
tanggung jawab tersgbut. Untuk menghindari penolakan tanggung jawab
internasional _R@gm{mnon Conyenzzon J975", mewajibkan negara-negara
peluncur untuk mendaftarkan "space. objects ”nya di PBR. Dalam praktek,
negara-negara jarang ‘mendaftarkan satelit miixtemya di PBB. Hal ini
uﬂgkin dengan pertimbangan menjaga rahasia pertahanan dan keamanan
_masmg masing negara.. .
... Masalah tanggung jawa‘n 1nternasmnaf yang selalu berkaitan deng,an
..masaiah 3unsd1ks; dan. icontrol oleh negara peluncur terhadap "space
objects snya di roang a.ngkasa nampaknya sudah mengurangi prinmp
kebebas_aﬂ di ruang angkasa. E. Suherman, mengatakan:
'bagaimarzapmz Jurisdiksi daon kontrol suaty negara di
. bagian-bagian tertentu dari -ruang angkasc dan_ benda-
4 .benda langzttetap ada. Dengan demikian prinsip kebebasan
. _.__dz ruang angkasa tidok mutlak, kecuali kegiaran ruang
angkasa dilakukan oleh suatu oronta mz‘emaszonal seperti
perserikatan Bangsa~Bangsa

'_"Sénada d_en_g_an pendapat di_ atas_, GHP, Haryomataram, mengatakan:

rucmg angkasa dan benda-benda langit ("cei%iaal bodies")
secara bebas. untuk a’zeksplomsz dan untuk dipakai oleh
. semua negara/bangsa, berdasarkan asas kesamoan dan

% E. Suherman, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, Hal. 60-
66.

5 2. Suherman, Ibid., Hal, 22-23.
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' _d:sewaz!l.a' dengarz hukum zm‘ernaszorzal merupakan "iegaf
fiction” a‘afz F‘ukan ‘nolitical fact” 16 ' -

M&sahm ;uuschks; dan kontml nevara atas space ObjeLtS" dl ruanff

) _jOST TEL&}}I dillhdt da.r'_ aspek tanggung j&de mternasmnél yancr tujudnnya
“unfuk melindungit umat manusia dari ‘nahaya dam’atau keruglan sebagcu akibat
" kegiatan pemanfiatan ruang anﬁkasa man.a pengatumn semacam ini dapat
. .dlterlma aE«:ai puia - . -

Tusa, uuungﬂya Kepentingan Amemhd Serikat dan
M‘mmn Uni Sovyet Tentang Prms:p Kehebaszm
D; Rmmg, Angkasa Menumt OST o

“Bila diselidil secifa seksamal dari sejarah terbenmknya OST, nampak
peranan Amerika Serikat dan Uni Sovyet sangat dominan. Buktinya, kensep
OST dibuat atau dxmmaﬂﬁ oleh kedua’ negara tersebut, yang lebih lanjut
disetujui oieh quhs Umum PBB, kemudian ditandatangam ofeh enam
negara anggota PRB pada tzmggai 27 Januam 1967.%

Dari fakta pefnbuatan perganjzan mtemasmnai ini, nampak bahwa
Amerika Serikat_ dan ‘mantan ‘Uni Sovyet mempunyai tahun sebelum
penanddmnadmm OST mantan Uni Sovyet telah memjeiajahl ruang angkasa
dengan Sputnik Penamanya tahun 1957. Dan dua manusia di bulan dengan
Apollo Sebelasnya. Dengdn demikian pada waktu itu, hanya mantan Uni
Sovyet dan Amerika Serikat sajalah dari wilayah- w:layah lainnya. Dan
dengan sendirinya telah mengetahui manfaat dari kegiatan tersebut.

Dengan berpedoman kepada uraian singkat di atas, maka dapat dipahami
kalau pada waktu ifn (penanda-tanganan OST), Ametika Serikat dan mantan
Uni Sovyet berpendapat bahwa prinsip kebebasan secara juridis formal dapat
berlaku dan” dapat diterima oleh setiap negara. Tetapi faktanya tidak
demikian. Sebab secara’ teknis ‘tidak setiap negara dapat dan mampu
mencapai ruang angkasa. Hanyalah mereka (mantan Uni Sovyet dan Amerika
Serikat), sajalah yang dapat mencapainya. Negara-negara lain sampai ke

' GHP. Haryonataram, Op.cit., Hal, 93-96.

"7 Privatne Alducrasyid, Op. Cir., Hal. 44-48,
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mang anwkasa pahng tidak melalui mmeka -Dan kenyataannya, memang
demxkian sehmgga tepatiah fata . GHP haryomataram, ‘pahwa prinsip
kebebasan di. uang - angicaaa nanyaiah .suatu’ ”!egai ﬁL’i‘EOﬁ" dan bu I

polzzzcaﬁ fac"’ ‘Dengan kata lain, secara. ;undx_ formal, OST ber laku _ag;
_ setmp mgara karena merupaﬁ:an suatau perjanglan mtemasmnal tetap; secara

_ ,m t'nya kalsna sermg te j _d1 elangaamn t_érhadap prm.szp kebebasan

_diatur daiam OST, sebagax perianiian utama dalam bidang Fnkum Angkasa,
L Séjakfpenimgaha t&'_hlm-._19_9_1;1;-negara Hni.-chyétisudah'"tidak ada
“runtubh. Dengan demikian hanya Amerika Serikat - yang aasih ber)dya ;tu
- bukan berarti; keglatan pemanfaatan ruang anﬂézasa sekamng dikuasai oleh
Amerika. Senkaﬁ sendiri, Tetapi negaramegam iam juga sebenamva sudah
terlibat daiam kegmtan _pemanfastan ruang angkasa beberapa dekade
sebelunmy& Misalnya: Prancis dan Jerman di daratan Eropa, Israel di Timur
Tengah; Jepang di kawasan Asia : daratan Cma bahkan. negara-negara bag:an
bekas Uni. S@vyai gapem Ukrama Rusia dan Iam—iam Dengan demikian
perlombazn pemanfaatan Tuang angkasa masxh tetap berlangsung :

+ Dalam prakiek Eceﬂmta;a pemama&tan ruang angkasa, prinsip kebebasan
tidak selamanya- d;peﬁanﬁ teguh - oleh negam«ﬁeﬂara teristimewa. yang
berteknologi tinggi. Hal t@isebut sebagai akibat fakior ‘alamiah dari ruang
angkasa dan kepentmgan nasional dari setiap negara sebagaimana telah
diutarakan sebelumnya, serta d:dukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Walaupun sering terj adl peianggaram terhadap prinsip kebebasan di ruang
angkasa menurut OST, tetapi sampai kini, tidak ada sanksi terhadap
pelanggaran tersebut. Ketiadaan sanksi ini, selaras dengan sifat atau ciri-ciri
khas dam hukum internasional yaitu "gidak ada sanksi yang tegas”, bila
terjadl pelanegaran terhdddpnya

Penutup

Prinsip kebebasan di ruang angkasa menurut OST, merupakan jaminan
bagi setiap negara dalam pemanfaatan ruang angkasa. Sebab ruang angkasa
memang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia di planet bumi,
walaupun ada dampak negatifnya.

Fakta menunjukan bahwa dalam pemanfaatan ruang angkasa, tidak
semua negara dapat dan mampu memanfaatkan ruang angkasa, vang
jaminannya adalah prinsip kebebasan. Hal itu karena keadaan ilmiah (fisik)
dan iatal dar: ruane anokaca kepentinean nacional dari setfisp necara,
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Ruaﬂg angkaqa teiah se-lang dzm a}'an deenuhz_dmmn "space @Eyecﬁs .
. n_fungsi dan_ mjuan yang beraneka ragam - serta life zime” ymg Y
_bervmxml puia Gieh negarawneg,am (terutama yang beritkn{am oi isng 71} N

sehubungzm denga*l pemanfaaian mang amgkgsa. Ps‘dl ini ‘tidak’ ter}éiu'
mengherankan sebab pembut OS5T telah memperkzrakannya, sehingga
_daiam 'praktez{ p11n51p ini hanya%ah "Eegle fzczwfz "dan’ mz}«.ar “political fact®.
' Daiam era globahaasa sekarang ini, negara-negara séhagai anggota
masyarakaa mtemaszonai dxharapkan untuk ‘dapat memzatuhi OST dan
penjabaranny% unmk mencapdz mjua"mya vaitu menmpmkan perdamaian dan
keamanan di ruang angkasa Sebab tuang angkasa adalah - warxsm bersama
umat manusm ( r}ze common herzmge of mmzkmd ”} :

Daﬁar Kepusmkaan _

Abdu}rrasyld Pnyatna Pefzgantar Hukum Ruang Aizg!casa dan "Space
Treary 1 9(57 Badan Pembmaan Hukum Nasxonal Iakarta 1977.

Hartono Dimyati, M. Hukuwm Sebagai Fakior Penentu  Pemanfaaian
Teknologi Telekomunikasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Luag
Biasa Dalam Hmu Hukum Pada Fakuoltas Hukum  Universitag
Diponegoro, Semarang, 1990,

Har_ypnaaf_éxfanﬁ?' GHP., Tantangan Perkembangan Aktivites Militer di Ruang

- Angkasa Terfindap Hukum Internasional, Pro Sustitia, Mo. 3 Tahun ke-

VII, Fakultas Hukum Universitas haﬂwhk Parahyangan Bdnduﬂg,
1989

K. Martono, Hukum Udara, Angkuton Udara dan szium Angkasa, Pc,nerbzﬁ;
Alumni, Bandung, 1987.
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Sama};to Adii, _§k Kaﬂan Menurm‘ Hukum Internasional Tentang mnmrafz
Kedazdaraﬁ_ Indonesia paci_f_'-Geo m‘a{wnary Orbit,. ‘Masalah-masalah
- Hukum, Nomor 6 Tahun ke-XVHI, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 1988.

Suherman, E., Wilayah Udczm dan. Wziayah Dzrgantwa Penerbit Alumni,
Eandung, 1904 ' S

Tanran'gaﬁ Penzngﬂamrz Keg;afan Komerszczl di wazg
Angkasa pada Hukwm Inrernasional, Pro Justitia, No. 3 Tahun Ke-VII,
Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 1989,

Suyudi Harsoyo, Suyud.; Dampak Lingkungen dan Implikasi Hukum Akibar
Kegiatan Ruang Angkasa, Dalam Hukum Angkasa don Perkemba;zg»
amzya Penarbit Ramc.djan v Karya Bandung, Bandung, 1988.

-DaN PE ER@W&?@ HUKY

Kebetular Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ads di
kota ande, podehal anda amat memerlukannya.

v Huburgi kawi dengan stirat dmwermkan perangko balasan
didplamnya.
Kami akan segera membaniy _anda

Tata Usaha
Aajalak

3. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Iakana Pusat,

S S
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CPUTUESAN
3 Reg. No.: 6375/Pid/1988
. - DEMIKEADILAN BERDASARKAN .
L HETUHANAN YANG MAHA ESA
L U MANKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut;
Mabkamah Apong fersebut: | Ny
Membaca putusan pengadilan Negeri di Jakarta Timur tanggal 12 Oktober 1987 No.
46/21d/B/1987/PH. Tak. Tim. dalam putusan mana terdalowa:
Drs KUSMAYAD, tempat lahir Celimus Cirebon, umur 57 tahun, jenis Kelamin
laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal J1. Jatiluhnor I Jakarta Selatan, againa
Isiam, Pelerjnan Staf ahli Menteri Keuangan RI, (Ex. Set. Dit, Jen Bea dan Cukai);
pemohon/termohon kagazi berada didalam tahanan;

1.
2.
3,

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 1987 sampai dengan tanggal 18
Agustus 19875 i e e e . B

Perpanjangan olek Ketua Pepgadilan Negeri sziak tanggal 19 Agustus 1987
sampai dengan tangpal 17 Oktober 1987; o

Berdasarkan putnsan Pengadilan Negeri diperintahkan terdakwa agar tetap berada
didalam tshanan; . et

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 1987 sampai dengan tanggal
10 MNovember: :
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 1987
selama 50 hari; o

- Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi diperintahkan terdakwa agar tetap

berada dalam tahanan;

Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI, tanggat 19 Januari 1988 No.
06/PT.B/Tah/Pen.Pid/1988/MAterdakwa diperintahkanuntuk ditahan se-lama 50
(lima puiuh hari), terhitung sejak tanggal 23 Januari 1988 sampai dengan tanggal
12 Maret 1988, .

Diperpanjang lagi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.1. tanggal
15 Pebruari 1983 No. 55/88/5.26/Tah/Pen.Pid/ 1988/MA terdakwa diperintahkan
untuk ditshan selama 60 (enam puluh} hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret
1988; D

Diperpanjang lagi berdasarkan Penetapan Ketna Mahkamah Agung Rl tanggal 15
Pebruari 1988 No. 55/88/S.26/Tah/Pen.Pid/1988/MA terdakwa diperintahkan
unituk ditahan selama 60 (enam puluk hari), terhitung sefak tanggal 13 maret
1988, i

yang digjukan di muke persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:
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Pmmm
- Bahwa terdal@m Drs Kusmayadz selaku Sekretans D;rektoraz I enderai Bea dan Cukai
< Departemen Keuvangan BT pada harj-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada
taiin 1979, 1980, 1981 atan setidak-tidaknya pada saat ia mengabat gabatan Sekretaris
g :Dlrekmrat Bea dan Cukaa Secara berturut—turut dan beruiang-ulang yang-masing-masing
Zmempakzm perbuatan’ yang berdiri. sendiri (Merdaadsche. Samenloap), bertempat di
Kaotor Besar Direktorat Jenderal Bea dan: Cukai JI. Achmad Yani Jakarta Timur atau di
" Bank Ekspor. Impor Indonesia cabang. Tan_;ung PBriok Jakarta Utara atau Bank Ekspor
- Impor cabang Jatinegara Jakarta Timur atan seuda.kntadaknya ditempat-lain didalam
“Wilayah Hukum: Pengadllan Negerx §akarta Timur, dengan fujuan: menguntungkan diri
. sendiri atau orang lain atan. ‘suata badan; telah menyalahgi.nakan kewenangan,
_ kesempatan afau ‘sarand yang ada pacianya karena jabatannya‘atau.sarana yang ada
padanya karpnaiaba@nnya atau’ keduéu}cannya yang secara langsung atau tidak langsung
“dapat merugikan kevangan negara atay perekonomian negara, perbuatan mana ditakukan
-gendini atan [dilakukan bersam-sama’dengan “menyaiahgunakan kekuasaan, ‘memberi
‘kesempatan, dayaupaya, atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya kepada
'Kaman j@en RdSLdah Lody Rumambxa, d&ngan cara antara. lain sebaga; berikut:

1, Meny&hhgunakan kewenangan, kesempamn atau sarana %mrena Jabai‘m atau
- kedudukan: -

Terdakwa adaiah ?egawax Negeri dan bertugas d1 Dxrektorat Jenderal Bea dan

Cukai dan telah diangkat dalam Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai Departemen Kevangan dengan Surat Kepumsaa Menten Keuaug,an R.L

. No. Kep. 344/MK.2/5/1973 tanggal 23 Mei 1973.

-~ - Adapun tugas terdakwa Drs Kusmayadi selaku. Sekdnjen Bea' dan Cukai,

.. ditetapkan dalam SKEP. MENKEU: RI No. Kep.-405/KMK/6/4/1975 yaitu

. memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuar organisasi

dalam lingkungan direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan untuk penyelenggaran
*tugas tersebut khususnya sehubungan dengan masalah keuangan, terdakwa selaku
; Sekdatjen Bea-dan Cukal mempunyai fungsi melaksanakan pengurusan keuangan
-dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Disamping tugas dan fungsi selaku Sekditjen Bea dan Cukai, maka terdakwa
selakn Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan
kewenangan untuk memberikan persetujuan penggunaaﬁ dana- yang meiqmn
- Penggunaan pemakaian, yaitu:

- Dana khusus
- Premi umum
- - Dana tunjangan khusus
- Dapa Sumbangan administrasi pabean (SAP)
- Dana ongkos administrasi
- - Dana pemindahan barang-barang tidak bertuan.
- Dana persepsi premi.
- Dana hasil pengelolaan kolam renang.
- Dana serba serbi
- Dapna crass program Kanwil Cakung.
~ - Persetujuan untuk penyetoran, yaitu:
- Dana hastl penjualan blanke PPUD
- Dana Pramuka.

-  Bahwa semusa dana Direkiorat Jenderal Bea dan cukal d;sunpau di Bank atas

nama direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana terdakwa selaku Sekditjen Bea
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dan Cukai mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dana tersebut dari Bank,
s Selaku Sekditien Bea'dan Cukai smaupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat
- Jenderalr Bea rdan. Cukai; didalam ‘pengurusan. kevangan -dan kewenangan
. wmemberikan persemjudn penggunaan dana Direktorat Jenderal Bes ‘dan Cuicai,
+Drs Kusmayadi telah menerima pengajuan alasan pengeluaran Gana tidal benar
“{fiktif) -dari Kamariycen .(Kabag - Keuangan), mamus; terdakwa tidak- perfih
- melakukan pengecekan atas kebenaran alasan pen geluaran tersehut dan terdaliva
1 langsung menandatangani-setiap telcoek: yang “dilampirkag: bersamna’ dengan
- alasan-alasan yang tidak benar (Gktif) dimaksud'sehingga dana-dana Direkiorar
- Jenderal:Beadan Cukai yang disimpan: yang. disimpan di ‘Bank-Ekspor. Tnipor -
:Indonesia Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan yaitu dari: . : :
- Rekening No.:311083 sejumlah Rp. 573.326:922,06,- 4.
‘Rekening No. 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,- =+ woli o i
=" Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 330/M/ 1968
““tapggal 26 Septembér 1968  dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan
* :Surat: Berharga :Milik Negara ‘harus dilakukan pengawasan-secara tertib-dan
berkala,: namun ‘selaku Sekditien Bea dan -Cukai maupun -selaky Pembarim
Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan
kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Drs. Kusmayadi tidak’ pernah melakukan pengawasan dan
~ pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarian kepada yang berhak

' sesuai dengan maksud pengeluaran uang tersebut,

-. Bahwa -sesvai -dengan :Surat “Keputusan Menteri Kevangan RI No. SE-

O1/M/V/71968 tangpal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.

SE-10/8/UPUM “tanggal “16 :Nopember 1977, ‘dilarang - mendepositokan uang

- ‘Anggaran Negara dan Daerah, namun terdakwa selaku Sekditien Bea dan Cukaj

“maupun selaku Pembanty Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah

" -menyetujui pendepositoan ‘dana Direktorat Jenderal Bea dan’ Cukai, telah

-menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Culkai sejumlah Rp,

© 81.500.060,-di ‘Bank Ekspor Impor-Indonesia Cabang Tanjung Priok atas nama

Kabag Keuangan Ditien Bea dan Cukai dan selanjutnya bunga deposito sejumlah

Rp. '15.265.00,- telah dimasukan ke Tabanas No. 007/002767 di Bank Ekspor
‘Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok. : { ot

- 'Ferdakwa selaku-Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan

Direktorat Jenderal Bea dan Cuksi, didaiam penpgurusan keuangan dan

kewenangan memberikan persetujuan pengeinaan dana Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai, tidak pernah melakukan pengecekankembali ataupun pengawasan atas

dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang didepositokan pada saat jatul tempo

{pencairan). — :

- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan
memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Janderal Bea dan Cukai,
terdakwa telah menandatangani giro bilyet Seri E No. 332102 dengan nilai Rp.-
145.250.000,- dengan tujuan sebagai setoran ke Kas Negara selaku pendapat
Negara, penandatanganan atas giro Bilyet mana dilakukan olel terdakwa dengan
membiarkan kolom penerima (Rekening Penerima) pada gire bilyet tersebut
dalam keadaan kosong (blanko), sedangkan seharusnya penandatangan tersebut
dilakukan setelah kolom penerima dalam giro bilyet tersebut diisi terlebih duhuly,

- Bshwa berdasarkan Keppres 14 Tahun 1979 Departemen/Lembaga dilarang
melakukan pengeluaran atas beban Belanja Negara untuk tujuan lain dari pada
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... yeng dirstapkan, namun selaku Sekditien Bea dan Cukai-maupun selaku Pembanty
Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan
kewenangan memberikan persefiijuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, terdakwa telah menanda-tangani surat No. S-219/BC. 141/1981
tanggal & Februart 1981 yang ditujukan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia
Cabang latinegara yang isinya antara lain permintaan agar melakukan pemindsh
bukuan dana sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (Pemilik

o -rekening atas namas Direktorat-fenderal Bea dan Cukal) ke RE!\Li]Ul}._., 000574

L (Pemilike Rekamng atas Naims, Kamanyom)

Selakn Sekditjen Bea dan.Cukai maupun selaku. P&mbaniu P11npmdn Dlr«:ktomt

'._..fﬁndeml ‘Bea. dan. Cukai,..didalam: persetujuan .penggunaan. dana Direktorat

% . .Ieﬂdeml BL:& dan. Cukai; ferdakwa tidak melakukan pengawasan atas penyetoran
. hcm pemu&l«m lﬁ!anko PPUD ke Kas Negara sebag‘n penddpatan Neg,dra.. ey

ﬁeﬁ; an tbjtiﬁii mem,untungkan dxn seﬁdm amu omng L!m aiau suaiu Badsn.
- Bahwa vang-uang yang berasal dari :
o Cekecek, yang  divangkan atau dlpmddhi)ukukan dari Rekening 3 1 1083
sejumlab . Rp. . 573.326.922,06 dan. dari Rekening 311084 sejumlah. Rp.
. 24,620,200 .yang seharusnya oleh ‘terdakwa selaku sekditien dilakukan
- pengecekan  atas. kebenaran-alasan pengeluaran dan pengawasan . atau
Cee copemeriksaan sam;)az atau fidaknya kepada . yang berhak, namun hal terseimt
- 4idak dilakukanoleh Drs. Kusmayadi.
.=+ . Uang deposito sejumiah Rp. 81.500.000,- ddn bunga deposito sejumlah, Rp
15.265.000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku Setdigen dilakukan
“: pengawasan-ataupun pengecekan apakali telah disetor kembali ke Rekening
Bea dan Cukai pada saat jatuh tempo, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh
et terdakwa. o oo
.~ Uang sejumiah Rp. 145.250. 000 (idrx g,lm i);lye: Serx E Ne. 332102 yang
:seharusnya oleh terdakwa selaku Setditjen ditanda-tangani dajam keadaan
kolom penerima terisi, namun oleh terdakwa ditanda tangani dalam keadaan
~kosong.
-+ Uang se-}umldh Rp. 101 365.000,- ddn Rekemng 000570 (milik Ditjen Bea
dan Cukai) yang dipindahtangankanke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen).
;oo o Semnanya telab: digunakan oleh Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie,
- .. untuk kepentingan mereka qemhr1~s~=nd1r1 atau-untuk kepentingan orang lain
atau suaty badan. - -

3. Secara langsung atae tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atuu
perekonomian Negarg
~ - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Kusmayadi «

- Menyetujul dan menandatangani setiap cek tanpa mengecek kebenaran alasan
yang diajukan dan tanpa melakukan pengawsasan dasn pemeriksaan atas
sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak.

= Menyetujui pendepositoan vang dan tidak pernah melakukan pengawasan
ataupun pengecekan atas kembalinya nang yang didepositokan dan bunga
deposito ke Rekening milik Ditjen Bea dan Cukai.

: - Menanda-tangani giro bilyet seri E No. 332102 dengan membiarkan kolom

= penerima pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong.

| - Memindah bukukan dan dari Rekening 000570 {(milik Ditjen Bea dan Cukai)
ke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen).
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i Maka Ditien Bea ian Cu%ca; Departemen Keuangan R I telah dlmgikan sebesar Ry,
s 0T84 772{}6 2 i

S 'Mﬁg?ﬂﬂégﬁf *m‘gfﬁi i-'ayaﬁ 1 h‘di"-‘fbjﬁ pasal 23 LTU No 3 tahun 1971 o pasal 56,65
= KUHP

.:'S{lﬁgli}ﬁ;%%

. -'-Bahwa t dai ‘?vnx qu Kusmayadz selaku Sakretans Duektorat Jenderal BEd dan Culaj
Departemep Kena%an &Y pada hari-hariyang tidak éapat ditentukan’ dengan pasti pada
Ctahun 1979571980, 1981 atau’ sat;éak:»txéaknya pada saat ia’'menjabat Jabatan Sekretaris
i Dirékiorat Fea'dan Cukau secard berturut-furut dan berulang-ulang yéng masing-masing
'.mﬁmpa}{an parbuar .'.j‘fyang ‘berdiri - sendiri fMef(Faaz.sche Samenioop); bertempat di
Kantor Besar DirektoratTenderal Bea'dan Cukai J1. Achmad Yani Takarta Timur atau di
Bank Ekspor Impor Indonesia cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atau Bank Bkspor
Impor cabang Jatinegara Jakarta Timur ‘atau setidak-tidaknya ditempat lain didalam
Wilayah Hulkum Pengadilan Negeri Jakarta Tivur, dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri ‘atmun ‘orang ‘lain . atau " suatu -badan, telah * menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atausarana’ yang ada’padanyakarena jabatannya atan sarana yang ada
“padanys karena Jjabatannya atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsug
“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan
sédiri - atan - dilakukan bersam-sama, dengdn menyalahgupakan, kekuasaan, memberi
kesempatan, daya upaya, atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya kepada
Kam‘m j(}r‘ﬁ Qawial fi_x::dy anamble deng:n cara antara lai sabagax benkut

E Mmy alah. g,,zmakm i«:ewenangaﬁ, kesempatan atan sarana %{arem Jabamn atau
keduduban: '
Terdalowa adalah Pegawal Megeri dan bertugas di Direktorat Tenderal Bea dan
Cukai dan telah diangkat dalam Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan
©Cukai DepartemenKeuangan dengan Surat Keputuzan Menten Keuannan R.L
Mo, Kep: 244/MK.2/5/1973 tanggal 23 Mei 1973, :
- Adapun tugas terdakwa Drs Kusmayadi selaku Sekditjen Bea dan Cukai,
: '-dztcmpkdn dajam SKEP MENKEU RI No. Kep.-403/KMEK/6/4/1975 yattu
amemberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi
dalam lingkungan direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan untuk penyelenggaran
tugas tersebut xhususnya eehabungan dengan masalah keuangan, terdakwa selaku
Sekditjen Bea dan Cukal mempunyai fungsi melaksanakan pengurusan keuangan
dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukat.

- Disamping tugas-dan fungsi selaku Sekditien Bea dan’ Cukai, maka terdakwa
selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan
kewenangan unfuk memberikan persetujuan penggunaaﬂ dana yang meliputi
«  Penggunaan pemakaian, yaltu

- Dana khusus

- Premi wimnum

- Dapa tunjangan khusus

- Dana Sumbangan administrasi pabean (SAP)

- Danz ongkos administrasi

- Dana pemindahan barang-barang tidak bertzan.
- Dana persepsi premi.

- Dana hasil pengeloiaan kolam renang.

- Dana serba serbi



iz Dana'érass program Kanwil Cakung. -
Sl o Persetujuanuniuk penyetoran, yaiu: S0
“4 w0+ Dang hasil penjualanblanko PRUD -
o Bahwatsemua dana Direkiorat Jenderal Bea dan cukai disimpan di Bank atas
L pama-direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana terdakwa selaku Sekditjen Bea
‘dan'Cukai mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dana tersebut dari Banlk.
Selaku Sekditjen Bea dan Cukai ‘fiaupun selajy Pembantu Pimpinan Direktorat
‘Jenderal :Beatdan Cukal, “didalam  pengurusan - kenangan dan kewenzngan
emberikan persefujuan ‘penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
s Kusmayadi‘telalimenerima pengajuan alasan pengeluaran-dana tidak benar
S(fikti) dari’ Kamariyoen (Ksbag Keuangan),” namun terdakowa tidak. pernah

“tmelakukan pengecekan atas kebgnaranalasan pengeluarantersebut dan terdakwa
7 ilangsung - menandatangani. setiap.. cek-cek yang dilampirkan bersama dengan
alasan-alasan yang fidak henar {fiktif} dimaksud, sehingga dana-dana Direkiorat
< Yenderal Bea dan Qukaiiyang disimpan yang disimpan di Bank Ekspor-Impor
Indénesia Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan yaitu dari:
.. 'Rekening No. 311083 sejumlah Rp. §73.326.922,06,-
. Rekening No. 311084 sejumlah Rp. - 24.620.200,-
. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan BRI No. 330/M/ 1968
' tanggal 26 September 1968, dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan -
Surat Berharga Milik Negara harus dilakukan pengawasan secara tertib dan
berkala, namun. selaku Sekditjen Bea dan -Cukai maupun selake Pembantu
‘Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan
‘kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea

- ‘dan--'Cukai, Drs. Kusmayadi tidak pernah ~melakukan - pengawasan dan

pemeriksaanatas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkankepadayang berhak
~ gesual dengan maksud pengeluaran uang tersebut.
2 iBahwa -sesuai- dengan Surdt Keputusan':Meateri - Keuangan Rl No. SE-

L LQ1/M/IV/1968 tanggal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.

. §E-10/8/UPUM tanggal 16 Nopember 1977, dilarang mendepositokan uang
Anggaran Nepara dan Daerah, namun terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Culai
mauptn selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah
menyetujui pendepositoan dana Direkiorat Jenderal Bea 'dan Cukai, telah
menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumiah Rp.
21:500.000,- di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok atas nama
Kabag Kevangan Ditjen Bea dan Cukai dan selanjutnya bunga deposito sejumlah
Rp. 15.265.00,- telah dimasukan ke Tabanas MNo. 007/002767 di Baak Ekspor

- Impor Indonesiz Cabang Tanjung Priok. . :

. Terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan
‘Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan kenanpan dan
kewenangan memberikan persstujuan penggunaan dana Direkiorat Jenderal Bea
dan Culkai, tidak pernah melakukan pengecekan kembali ataupun pengawasan atas

" dana Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai yang didepositokan pada saat jatuh tempo
(pencairan).

. Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun setaku Pembantu Pimpinan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan
memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
terdakwa telah menandatangani gito bilyet Seri E No. 332102 dengan nifal Bp.-
145.250.000,- dengan fujuan sebagai setoran ke Kas Megara selaku pendapat



354— : Majalah Hukum dan Pembangunen.

Negara, penandatanganan atag gire Bilyet.mana ditakukan oleh. terdalowa dengan
membiarkar kolom penerima (Rékeﬂing-}’ene_rjma), pada  giro ‘bilyet tersebhut
dalam keadaan kosong (blanko); sedangkan.seharusnya penandatangan tersebut
dilakukan setelah kelom penerima dalam giro bilyet tersebut diisi terlebih dahuiu.

~ ‘Bahwa. berdasarkan Keppres: 14 Tahun: 1979 Departemen/Lembaga. dilarang
: ::nieiakukan"pengel_u_ama atzs:beban Belania Megara untuk wjuan lain-dari pada
*+* yang ditetapkan, namun selaku Sekditjen Bea daa Cukaimaupun salaku Pembanmu
+ - Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan

©. " skewenangan memberikan persstujuan pengeunaan dapa Direkiorat Jenderal Bea -
4 '_dg_n:_-C_ug;'a'i_;'..::ter&_alma":te_l_ah:';meﬂaﬁdaLtaﬁgagi surat MNo.:8-219/BC. 141/1981
tanggal:6. Februari 1981 vang. ditujukan kepada Bank Elspor Impor Andonesia

* it Cabang Jatinegara yang isinya antara lain perminiaan agar melakukan pemindal
. bukuan . dana’ sejumliah’ Rp. 10 1.365.000,- dari  Rekening ‘000570 (Pemilik

v+ rekening atas nama. Direktorat Jenderal Bea -dan . Cukai) ke Rekening 000574 -
(Pemilik Rekening atas nama Kamariyoen). vovvo oo 0 :

-+ Selaku Sekditjen Bea dan Culeai maupun selakn Pembante Pimpinan Direltora;
Jenderal Bea dan . Cukai, didalam ‘persstujuan penggupaan dana Direkiorat
Jenderal Bea dan Cukai, tepdakwa tidak melakukan pengawasan atas penyetoran
hasil penjualan Blanko PPUD ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara,

“= Bahwa uang-nang yang berasal dari: « . : SRS
© - Cek-cek yang dinangkan atas dipindahbukokan dari -Rekening 311083
© o sejumlah Rp. - 573.326:922,06 dan dari Rekening 311084 sejumlah Ryp.
© 24.620.200 «yang :seharusnya oleh terdakwa selaku sekditien dilakulkan
‘pengecekan atas - kebenaran alasan pengeloaran dan pengawasan atau
- pemeriksaan sampai -atau.tidaknya kepada yang berhak, namun hal tersebuy
tidak dilakukan oleh Dirs. Kusmayadi. oo .
- = Uang deposito sejumlah Rp. 81.500.000,- dan bunga deposite sejumiah Rp,
00 15.265.000,- vang -seharusnya oleh - ferdakwa selaky Setditjen . dilakukan
- pengawasan ataupun pengecekan apakah telah disetor kembali ke Rekening
- - Beadan Cukai pada saat jatuh tempo, nainun hal tersebut tidak dilakukan oleh
“terdakwa, ST : ' : :
- Uang sejumlab Rp. 145.250.000,- darj giro bilyet Seri B No. 332102 yang
- seharusnya oleh terdakwa selaku Setditjen ditanda-tangani dalam keadaan
kolom penerima terisi, namun oleh terdalowa ditanda tangani dalam keadaan
kosong. b :
- Uang sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 {milik Ditjen Bea
dan Cukai) yang dipindahtangankanke Rekening 000574 (Milik Kamarivoen).
" Semuanya telah digunakan oleh Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie,
untuk Kepentingan mereka sendiri-sendiri atau untuk kepentingan orang lain
atan suat badan, ¢ : e o

2. Dengan tuju%m memﬁgu%aéungﬁian-diri sendiri atan grang lain amiz suaty Badan

3. Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan kenangan Negara atan
perekonemian Negara
- Babwa akibat perbuatan terdakwa Drs, Kusmayadi :

- Menyetmjui dan menandatangani setiap cek tanpa mengecek kebenaran alasan
yang digjukan dan tanpa melakukan pengawasan daan pemerikeasn atas
sampai atay tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak.

- Menyetujui pendepositoan uang dan tidak pernah melakukan DENgAwaLan
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. @taupun pengecekan atas kembalinya uang yang didepositokan dan bunga

- Weposito ke Rekening milik Ditjen Bea dan Cuka. '
- Menanda-tangani giro bilyet séri E No, 332102 dengan membiarkan kolom

o penerima pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong. _ .
o . Memindah bukuken dan dari Rekening CG0570 (milik Ditjer Bea dan Cukai)

- ke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen). .’

.;_.Mal?;a ﬁitj.:é'n Bea dan Cukaz Dép:,a';’_fem_e_ﬁn Kevangan R.L telah dirugikan sebesar Ep.
¢+ L007.184.792,06,- . o ' ‘
. Melanpogar pasal 1 ayat 1 huruf b jo pasal 28 UU Ne. 3 tabun 1971 jo pasal 56, 65

LEBIH SUBSIDAIR

Babwa terdakowa Drs. Kusmayadi selaky Sekretaris Direktorat J enderal Bea dan Cukal
Departemen Keuangan RI pada heri-kari vang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada
tahun 1979, 1980, 1981 aiay setidak-tidaknya pada saat ia menjabat jabatan Sekretaris
Direkiorat Bea dan Cukai, secara berturut-turut dan berulang-ulang yang masing-masing
merupakan perbuaian yang berdiri sendiri (Merdaadsche Samenloop), bertempat di
Kantor Besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai J1. Achmad Yani Jakarta Timur atau dt
Bank Ekspor Impor Indonesia cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atan Bank Eksnor
Impor cabang Iatinegara Jakarta Timur atan setidak-tidaknya ditempat lain didalam
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan tijuan menguntungkan diri
sendiri aten orang lain atau suaty badan, felah menyalahgunakan kewenangarn,
‘kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau sarana yang ada
padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang secara fangsung atav tidak langsug
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan
sediri atan dilakukan bersam-sama dengan menyalahgunalan kekuasaan, memberi
kesempatan, daya upaya, ateu dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya kepada
Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Dengan Melawan Hulum

- Selaku Sekditien Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat

- Jenderal Bea dan Cukai, didalam .pengurusan keuangan dan kewenangan
memberikan persstujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Dss Xusmayadi telah menerima pengajuan alasan pengeluaran dana tidak benar
(fikeif) dari Kamariyoen (Kabag Keuangan), namun terdakwa tidak pernak
melakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran tersebut dan terdakwa
langsung menandatangani setiap cek-cek yang dilampirkan bersama dengan
alasan-alasan yang tidak benar (fiktif) dimaksud, sehingga dana-dana Direktorst
Jenderal Bea dan Cukai yang disimpan yang disimpan di Bank Ekspor Impor
Indoresia Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan yaitu dari:
- Rekening No, 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,-
-~ Rekening No. 311024 sejumlzh Bp, 24.520.200,-

- Behwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri HKenangan RI No. 330/M/ 1968
tanggal 26 Sepiember 1968, dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan
Surat Berharga Milik Megara harus dilikuian pengawasan secara tertib dan
berkala, namun selakn Selkditjen Bea dap Culai mavpun selaku Pembante
Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan
kewenangan memberikan persetujuan penggunasn dana Direktorat Jenderal Rea
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“‘dan Cukai, “Drs. " Kusmayadi “tdak pernah melakukan - pengawasan dan
- pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepadayang berhak

" gesuai dengan maksud pengeluaranuang tersebut. L 0
.. Bahwa sesuai . dengan’ Surat Keputusan Menteri. Keuangan ‘RINo. SE- .
01/M/V/1968 tanggal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.
‘SE-10/8/UPUM tanggal. 16. Nopember 1977, dilarang mendepositokan uang
" Anggaran Negara dan Daerah, namun terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai
“manpun selaku Pembaniu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah’
. ‘menyetujuii pendepositoan dana - Direkiorat. Jenderal ‘Bea dan Cukat,’ telal -
+menystujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ssjumiah Bp. .. |

Kabag Keuangan Ditjen Bea dan Cukai dan selanjutnya bunga deposito sejumial

. Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok. ; o
. Terdakwa selaku Sekditjien Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan
‘Direkiorat. Jenderal Bea “dan ~Cukai, didalam ‘pengurusan keuanpan dan

" Kewenangan memberikan persetujuan pengguaaan dana Direktorat Jenderal Bea™

" dan Cukai, tidak pernah melakukan pengecekan kembali ataupun pengawdsan alas -
' gana Direktorat Jenderal Beadan Cukai yang didepositokanpada saat jatuh temnpo,
Sencaian. i VR A ] T TR SO

- “Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun ‘salaku Pembantu Pimpinan Djrektorat!

" “Jenderal ‘Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan’
memberikan persetujuan penggenaan dana Dicektorat Jenderal Bea dan Cukai,
*terdakwa telah menandatangani giro bilyet Seri E No. 332102 dengan nilai Bp.-~
'145.250.000,- dengan tujuan sebagai setoran ke Kas Megara selaku pendapat
- Negara, penandatanganan atas giro Bilyet mana dilakukan oleh terdakwa dengan
 membiarkan kolom penerima (Rekening Penerima) pada giro bilyet fersebut’
dalam keadaan kosong (blanko), sedangkan seharusnya penandaiangan tersebut’
dilakukan setelah kolom penerima dalam giro bilyet tersebut diisi‘terlebih dahula.”

. Bahwa berdasarkan Keppres 14 Tahun 1979 Departemen/Lembaga dilarang’
melakukan pengeluaran atas beban Belanja Negara untuk tujuan fain dari pada
yang ditetapkan, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu '
Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan
kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, terdakwa telah menanda-tangani surat No. §-219/BC. 14141581
tangpal 6 Februari 1981 yang ditujukan kepada Bank Ekspor impor Indonesia
Cabang Jatinzgara yang isinya antara lain permintaan agar melakukan pemindah
bukuan dana sejumiah Rp. 101.365.000,- dari Rekening (00570 (Pemilik
rekening atas nama Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai) ke Rekening 000574
(Pemilik Rekening atas nama Kamariyoen). '

L Selaku Sekditien Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, didalam persetijuan penggunaan dana Direktorat
Jepderal Bea dan Cukal, terdakwa tidak melakukan pengawasan atas penyetoran
hasil penjualan Blanko PPUD ke Kas Negara sebagal pendapatan MNegara,

2. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Crang Lain Atau Suatu
Badan :
- Bahwa uang-uang yang berasal dari:
- Cek-cek yang diuangkan atau dipindahbukukan dari Rekening 311083
coltralal T 5§73 376 0737 .06 dan dari Bekenine 311084 sejumiah Rp.

°81.500.000,- di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok atas nama

Rp. 15.265.00,- telah dimasukan ke Tabanas No. 007/002767 di Bank Ekspor = '
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: 24, 52(3 2060 yang seharusnya oleh ‘terdakwa selaku ‘sekditjen : dxlakukan
L 1-'p@naecekdn atas” kebenaran' ‘alasan’ pengeluaraﬁ ‘dan pengawasan atau
pemeriksasn sampai atan tidaknya kepada’ yang be Elak namun hai tersebu‘; :

SR ek dilakmicanoleh Prs. Kusmayadi.: o
o w U ang: depamm sejumlah Rp. 81:500.000,: dan ’mmga deposﬁo sa;um}ah Rp'
00 15.265.000,- yang seharusnya’oleh :terdakwa selaku’ Setditjen dilakukan
pengawasan ataupun yengecekan apakah, telah diseter kembali ke Rekening
-~ ‘Bea'dan Cukai padze. saat jatuh tempo, namuu hai tﬁrs&but tldak dllakuka lah

terdalowa,

B -.Uang, sejumlah Rp

3 No 332102 yang
ES _s»aiak‘u S“idlij&ﬁ dx%anda—tangam éalam keadaan

V¥ . & -Uang sejumia'n Rp- 101 365 E’}{}ﬁ,« da i Re};emng 0@0570 (xmhk thjen Bea
© T dan Cukai) yang dipindahtangant kanke Rekening 000574 (Milik Kamarivoen).
Bemuanya telah digunakan oleh Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumdmble,
Cuntuk kepemmgaa mereka send;ri@emixr; atau untuk kepentmgan orang Izin

atau suatu badaﬂ '

3. Secara Ea%sung amu énﬁak Eangmng dapai memguﬁmn &eu:mgzm Negam atau
Perekonomian Negara aige ‘dikeiahui "staw  patul disangha ‘clehnya bahwa
: m:huamﬂ tersebut dapat merugikarn kesangan atau perekonomaan negara;
' Babwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Kusmayadx i
" Menyetujui dan menanéatangam setiap cek tanpa mengecek kebenaran alasan
© yang daajuz{an dan ‘tanpa melakukan ‘pengawasan daan pemenksaan atas
*'sampai afau tidaknya uang yang dlueiuarkaﬂ kepada yang berhak.
* - Menyetujui -pendepositoan nang ‘dan ‘tidak pemah melakukan pengawasan
- ataupun pengecekan atas kembalinya vang yang dxdeposﬂokan dan bunga
“deposito ke’ Rekemng milik Dit_]ﬁﬁ Bea dan Cukai.
- Menanda—tangam giro bilyet sert E o, 332102 dengan mesnblarkan kolom
penerima pada giro bilyet tarsebit dalam keadaan kosong.
- Memindah bukukan dan dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea dan Cukai)
: ke Rekéning 000574 (Mi_lik Kamariyeen). i

“aka Ditjen Bea dan Cukail Departemen Keuangan R.L telah dirugikan sebesar Rp.
C1.007:184.772,06,-
‘Melangggar pasal 1 ayat I huruf b jo pasal 28 UU No. 3 iahun 1971 jo pasal 55, 65

LEBIH SUBSIDATR LAGI

Bahwa terdakwa Drs. Kusmayadi selakn Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Departemen Kevangan RI pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada
tahnn 1979, 198G, 1981 atau setidak-tidaknya pada saat ia menjabat jabatan Sekretaris
Direktorat Bea dan Cukai, secara berturui-turut dan berulang-ulang yang masing-masing
merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (Merdaadsche Samenloop), bertempat di
Kantor Besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai J1. Achmad Yani Jakarta Timur atau di
Bank Ekspor Impor Indonesia cabang Tanjupg Priok Jakaria Utara atau Bank Ekspor
Impor cabang Jatinegara Jakarta Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain didalam
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan ttjuan menguntingkan dirl
sendirl atan orang lain atan suamy badan, telah menyalzshgunakan kewenangan,
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kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atan sarana yang ada
padanya karena jabatannya ataw kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsug
dapat merugikan keuangan negara atan perckonomian negara, perbuatan mana dilakukan
sediri atau dilakukan bersam-sama dengan menyalahgunakan kekuagann, memberi
kesempatan, days upaya, atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya kepada
Kamariyoen, Rasideh, Lody Rumambie, dengan cara antara lain-sebagal berikut:

-..;Selakn Sekditien Bea dan Cukai maupun selaku Pembanty Pimpinan Direkioras
Jendéral Bea dmn G

1. Menyalah gunakian kewenangan, kesempatan atau sarans karena jubatan atau

U "Drs Kusmayadi telah menerima péengajuan alasan pengeluaran dana.tidak bengar
. (fkif) dari Kamariyeen (Kabag Keuangan), namuan terdakwa tidak pernah
- melakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran tersebut dan terdakwa
. langsung ‘menandatangani setiap -cék-cek yang dilampirkan bersama dengan
- Alasan:alasan yang tidak benar (fikif) dimaksud, sehingga dana-dana Direktorat
* lenderal Bea dan Cukai yang disimpan yang disimpan di Baak Ekspor Impor
Indonesia Cabang Tanjung Priok berhasil dikelunarkan yaitu dari:
.. ..t Rekening No. 311083 sejumlah Rp, 573.326.922,06,- . :
o Rekening No. 311084 sejumiah Rp. 24.620.200,- - .

- Behwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kevangan Rl No. 330/M/ 1968
tanggal 26 September 1968, dinyatakan bahwa terhadap tiap Tatz Usaha Kas dan
. Surat Berharga Milik Negara harus dilakukan pengawasan secara tertib dan
Dberkala, namen selaku Sekditjen Bea ‘dan. Cukai .maupun selakn Pembantu
Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan
. kewerangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea
dan’ Cukai, Drs. Kusmayadi Ezda}c pernah  melakukan pengawasan dan
pemeriksaanatas sampai atan tidaknya vang vang dikelnarkankepada yang berhak

... . $esuai dengan maksud pengeluaran uang tersebut, . ..

- Bahwa sesuai. dengan Surat. Keputusan Menteri Keuangan -RI No. SE-
01/M/V/1968 tanpgal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.
SE-10/8/UPUM tanggal 16 Nopember 1977, dilarang  mendepositokan uang
Anggaran Megara dan Daerzh, namun terdakwa selaky Sekditjen Bea dan Cukai
maupun selaku Pembantu Pimpisan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah
menystujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah
menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumiah Rp.
81.500.000,~ di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok atas nama
Kabag Keuangan Ditjen Bea dan Cukai dan selanjutnya bunga deposito sejumlah
Rp. 15.265.00,- telah dimasukan ke Tabanas No. 007/0027567 di Bank Ekspor

. Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok. . '

- Terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan
Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan
kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea
dan Cukal, tidak pernah melakukan pengecekan kembali ataupun pengawasan atas
dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang didepositokan pada saat jatuh tempo

.+ (penecairan}. .- : :

- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan Keuangan dan kewenangan
merberikan persetujuan pengpunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

_ kel, didalem. pengurusan keusngan dan Kewerangan
memberikan perseRijuan penggunaan dana Direktorat jenderal Bea dan Cukai, .
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... terdakwa telah memndam;)gan: giro bilyet Beri E Mo. 332102 dengan nijai Rp.-
. 145.250.000,- dengan, tujuan sabag&l setoran ke Kas Negara selaku pendapat
" hMegars, g}ananriatangananatas, giro Bilvet mana dila%-.ukan Gieh terdakwa dengan
~membjarkan kolom penerima (Rekening PPnana} pada glro bilyet tersebut
.. dalam keadasn kosong {bl?'}k{)}, seddngkcm seharisnya penandatangan terssbut
© dilakukan setelah bolom penerima dalam gire bilyet tersebut diisi terlebih dahulu,
o= Balwa, bemaq_ﬂrkan Heppres 14 ‘Tahun 1979, Departemen/Lembaga dilarang
‘melakukanp pézngaiu@mn atas. %eb«m Belama, Negara untuk tjuan Jain darl pada
. yang ditetapkan; namun selaku Segdnjen Beadan Cilkaz maupun selaku Pembantn
Pimpinan Direkiorat endeml Beadan'Cukai-didalam pengurusan keuangan dan
-kewenangan memberikan persﬂmuan peaggunaan dana Direktorat Jenderai Bea
- dan; Cukai, terdakwa telah menanda- sangani surat No. 8:219/BC 141/1981
tanggal 6 Februari 1981 yané ditnjukan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia
Cabang Jatinegara yang isinya antara lain permintaan agar melakukan pemindah
bukuan dana sejumlab Bp. 101.365.000,- dari Rekening 000370 (Pemilik
rekening aias nama Direktora Jenderal Bea dan Cukai) ke Releening 000574

o {Pemilik Rekening atas nama Kamariyoen). .

- Selakn Sekditjen Bea dan Cukal maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, didalam persetvivan penggunaan dana Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa tidak melakukan pengawasan atas peayetoran
hasil penjualan Blanko PPUDL ke Kas Megara sebagal pendapatan Negara.

@

2 : Melakukan E’erimnm;x Memper%mm E)ws Seemim atau Omm, Ldua Amu "‘)udiiﬁ
“Badan T .
- Bahwa uang uzmg yang bemeal dan B
Cek-cek "yang dinangksn atau d]pindahbukukau dari Rekening 311083
-_:éegum'lah Rp.::573:326.922,06 .dan _dazi Rekening 311084 sejumiah Rp.
. 24,620,200 yang seharuqnyq oleh terdakwa selaku sekditjen dilalcukan
- '.j"-pangeceka-; .atas " kebenaran  alasan’ pengeluaran. dan ”pengawasan ~ atau
‘pemeriksaan sampai amu tldaknya ?epada yang herhak: namun hal lersebut
- tidak dilaXukan oleh Drs. Kismayadi.
.~ Uang deposito szjumlah Rp. §1.500.000,- dan bunga deposito sejumlah R;)
. 15.265.000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku Setdifjen dilakuksn
pengawasan ataupun pengecekan apakah telah disetor kembali ke Rekening
‘Bea'dan Ciakai pada saat _;dtilh tempo, namua hal tersebut tidak dilakukan ol..ia
terdakwa,

- Uang sejumlah Rp 145 250. D{)(} dari giro bilyet Seri E No. 332102 yang
seharusnya olel terdakwa selaku Setditjen ditanda-tangani dalam keadaan
kolom penerima terisi, namun oleh terdakwa ditanda tangani dalan kendama
koseng.

. - Uang sejumlah:Rp. 101, 365 0{}0 dari Rekening C00570 (milik Digen Bea
dan Cukai) yang dipindahtangankanke Relcening 600574 (Milik Kamariyoen).
Semuanya telah digunakan oleh Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie,
untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri atau untuk kepentingan orang lain
atau suatu badan.

U3, Secara %angsung atag tidak Iangsung dapat merugikan keuangan Negara d.iém
. Perekonomian MNegara atan dikeishui atau patut disangha olehinya bahwa
‘perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan afau pere?&onomian nepara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs, Kusmayadi :
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Menyamjm da.a menandat:mgam setiap cek tanpa mengefce;-: kebeﬁaran alasan .
U tyang! émjukaﬁ dan tanpa melakukan pengawasan daan pemeni{saan agas '
© 7w sampal atan tidaknya nang yang ‘dikeluarkan kepada yang berhak, o
© 7~ "Menyeibjui péndepositoan nang dan tidak pernah melakukan pengawasan
o digupunpengecsken ‘ates k@ma@imya u&ng yang ﬁa@@wwa&&&n &%am im.nga .
: “deposito ke Rakenmg hifik: thjen Bea dan Cukal. _
i '-:’Mena-ida%aagam giro bilyet seri E Wo. 332102 deﬁgm me,nbsaman kolom
" penerime padagiro bilyet tersebut dalam keadasn kosong. -
Memindah'bukukan dan dari Rekening @0057@ {zmh_k Bl[_]ﬁﬂ Bea dan Cukau)_;-. :
ke Rekemng 6&@5’74 (Mihk Kamm &y@@n} o :

“hfaka Dlmen Bea dzm Cum Bepartemm keuanga_n R i telah dsmgu{an S“bES«da Rp
- 1,007,184,772,06,- - '

-_'---Mfeiangggas pasal i ayat i humfbjo pasal 26 ua Na 3 tahzm 19713 30 pasai 56, 65.--- .

;'-ﬂ«;mz}
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